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Ucapan terima kasih kami sampaikan
kepada seluruh pihak terkait yang telah
memberikan kontribusi, baik data dan
informasi maupun masukan positif dalam
penyusunan Buku Informasi Statistik (BIS)
Infrastruktur PUPR Tahun 2023 ini.

Pada edisi ini, BIS dirancang dengan
menyesuaikan kontekstualisasi agenda
prioritas nasional sehingga menyajikan
berbagai data statistik infrastruktur PUPR
yang termasuk dalam data prioritas Satu
Data Indonesia. Data yang disajikan
diperoleh dari kolaborasi dengan produsen
data baik internal maupun eksternal.
Berbagai data tersebut telah melewati
proses pengolahan dan penjaminan
mutu, serta disajikan dalam satuan
tingkat nasional, provinsi, beserta analisis
singkatnya.

Buku Informasi Statistik (BIS) Infrastruktur
PUPR Tahun 2023 dapat diakses melalui
Portal Open Data (data.pu.go.id). Portal
Open Data dibangun sebagai salah satu
bentuk bagi pakai dan integrasi data
terbuka di Kementerian PUPR. Di dalamnya
juga tersedia dataset, visualisasi, infografis,
artikel data, dan berbagai layanan terkait
ekosistem data Kementerian PUPR yang
dapat dengan mudah diakses oleh publik.

KArEEATTH 00 0000000

Kami berharap penyusunan BIS 2023
ini menjadi salah satu implementasi dari
pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
dan menghasilkan produk yang menjadi
sumber referensi terkait data dan informasi
infrastruktur PUPR. Upaya ini adalah ikhtiar
mewujudkan data driven organization dan
evidence-based policy, di mana seluruh
proses kebijakan mulai dari formulasi,
implementasi, hingga evaluasi didasarkan
pada data yang kredibel serta akurat.

Jakarta, Maret 2024
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Mohammad Zainal Fatah
Sekretaris Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

INFORM|
ay

1Asi
R




oFAEED 0000 000D0

W,

INFORMASI
STATISTIK

INFRASTRUKTUR

PUPR

Geografis Wilayah 10

Administrasi 12
Wilayah
Demografi 14
Wilayah
Ekonomi Wilayah 15
Indeks Kemahalan 19

Konstruksi (IKK)

INFORMAS|
STATISTIG
INFRASTRUKTUR'
PUPR

37

APBN 22
Kementerian

PUPR

Bendungan Beroperasi 28

Danau, Situ, Embung 31

Pengendali Sedimen 35
Jalan Nasional 39
Jalan Daerah 42
Jalan Tol Beroperasi 47
Jalan Tol Konstruksi 50
Jembatan 52
Jembatan Khusus 53
Jembatan Gantung 54

Sistem Penyediaan

Air Minum

Kinerja BUMD Air Minum
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
IPAL

IPLT

Bina Penataan Bangunan
PLBN

Fasilitas Pendidikan
Sarana Olahraga

Pasar Rakyat
Pengembangan Kawasan
Permukiman

Rumah Susun 83
Rumah Khusus 86
Bantuan Stimulan 89
Perumahan Swadaya

Prasarana, Sarana, dan 92

Utilitas umum (PSU)

58

60
65
67
(3]
71

73
74

77
78

ERE) @O O

Badan Usaha Jasa 96
Konstruksi

Sertifikat Badan Usaha 99
Jasa Konstruksi

Tenaga Kerja 104
Konstruksi

00000

925

Pengarusutamaan
Gender

123

118

Data dapat
diakses melalui

data.pu.go.id

INFORMAS|
STATISTIK

INFRASTRUKTUR 7
PUPR




INFORMASI
STATI

INF

PUPR

OO0
OO
OO
OO0
OO
OO
OO0
OO0

BAB

Ol

INFORMASI INFORMAS|
STA ISTIK
INFS KTUR
PUPR PUPR




I O CIIIIIEEN 0 0 00000 0

OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
OO

GEOGRAFIS
WILAYAH

Berdasarkan data yang dikeluarkan
oleh BPS, pada tahun 2023 Indonesia
memiliki  17.001 pulau, termasuk 6
pulau besar (Sumatera, Kalimantan,
Jawa, Sulawesi, Timor, dan Papua).
Hal tersebut, menegaskan bahwa
Indonesia merupakan negara kepulauan
terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia
merupakan salah satu negara terluas
di Asia dengan luas wilayah Indonesia
mencapai 1.892.410,09 km? . Secara
astronomis, Indonesia terletak di antara
6° 04’ 30” Lintang Utara dan 11° 00’ 36~
Lintang Selatan serta antara 94° 58’ 21~
sampai dengan 141° 01" 10” Bujur Timur
serta dilalui oleh garis khatulistiwa yang
terletak pada garis lintang 0°. Secara
letak geografis, Indonesia diapit oleh
dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di
sebelah Timur Laut dan Samudra Hindia
di sebelah Barat. Indonesia juga berada
di antara dua benua, yaitu Benua Asia di
sebelah Barat Laut dan Benua Australia
di sebelah Tenggara.

BATAS-BATAS NEGARA

— Sebelah Utara
Malaysia, Singapura,
Vietnam, Filipina, Thailand,
Palau, dan Laut Cina Selatan

— Sebelah Selatan
Australia, Timor Leste, dan
Samudra Hindia

— Sebelah Barat
Samudra Hindia

— Sebelah Timur
Papua Nugini dan Samudra
Pasifik

Pulau Kalimantan merupakan pulau
terbesar di Indonesia dengan luas
mencapai  28,25% dari total luas
Indonesia atau sebesar 534.698,46
km?2. Pulau Kalimantan juga merupakan
pulau terbesar ketiga di dunia setelah
Greenland dan Pulau Papua (termasuk
Papua Nugini). Provinsi Kalimantan
Tengah yang berada di Pulau
Kalimantan merupakan Provinsi terluas
yang ada di Indonesia dengan luas
sebesar 153.443,91 km?. Sementara itu,
Kalimantan Timur yang menjadi lokasi
untuk perpindahan lbu Kota Nusantara
memiliki luas sebesar 126.981,28 km?2
dan merupakan provinsi terluas ketiga
di Indonesia.
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Indonesia merupakan negara kesatuan
yang berbentuk republik dengan
sistem pemerintahan presidensial
dimana Presiden menjabat sebagai
kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Dalam menjalankan roda
pemerintahan Presiden dibantu oleh
para Menteri yang ditunjuk. Pemerintah
menerapkan prinsip otonomi daerah
karena Indonesia memiliki luas wilayah
yang tergolong besar serta kondisi
geografi dan budaya yang beragam.
Diselenggarakannya otonomi daerah
menandakan Pemerintah  mengakui
kemandirian masyarakat dan daerah
otonom tersebut. Berdasarkan Pasal 18
UUD 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah
provinsi yang terdiri atas kabupaten dan
kota dengan pemerintahan daerahnnya
masing-masing. Sejak berlakunya
Daerah Otonom Baru (DOB) pada
Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua
Selatan, Provinsi Papua Pegunungan
dan Provinsi Papua Barat Daya,
Indonesia resmi memiliki 38 Provinsi
dengan 416 kabupaten dan 98 kota.

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur
merupakan provinsiyang memilikijumlah
kabupaten terbanyak di Indonesia,
yaitu sebanyak 29 kabupaten. Provinsi
yang memiliki kota terbanyak adalah
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa
Timur, masing-masing sebanyak 9 kota.
Sementara untuk jumlah kecamatan dan
desa di tahun 2023 tercatat sebanyak
7.288 kecamatan dan 83.971 desa.

JAWA TIMUR

JAWA TENGAH
SUMATERA UTARA
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Jumlah Kabupaten dan Kota Berdasarkan Provinsi Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)
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PAPUA TENGAH
BENGKULU

MALUKU UTARA
MALUKU

NUSA TENGGARA BARAT
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KALIMANTAN TIMUR
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KEPULAUAN RIAU

D.l. YOGYAKARTA
GORONTALO
SULAWESI BARAT

BALI

KALIMANTAN UTARA
KEP. BANGKA BELITUNG
DKI JAKARTA

Jumlah Kecamatan Berdasarkan Provinsi Tahun 2023
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KALIMANTAN UTARA
D.l. YOGYAKARTA
KEPULAUAN RIAU

KEP. BANGKA BELITUNG
DKI JAKARTA
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Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)

Jumlah Desa Berdasarkan Provinsi Tahun 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)
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WILAYAH

Indonesia merupakan negara yang
dianugerahi sebagai bangsa yang
majemuk, terdiri dari berbagai suku,
budaya, agama, serta bahasa daerah
yang beragam. Meskipun banyak
perbedaan adat dan budaya yang
ada di Indonesia tak lantas menjadikan
Indonesia bercerai-berai. Justru hal
itu yang membuat Indonesia memiliki
kekayaan yang tak ternilai harganya.
Sebagai negara yang majemuk,
toleransi dan kerukunan menjadi nilai
yang tertanam dalam Pancasila sebagai
dasar negara. Berdasarkan data BPS
dalam sensus penduduk tahun 2020,
Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa
di tanah air. Jumlah populasi suku Jawa
mencapai 40,22% dari total populasi di
Indonesia.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk
Indonesia 2020-2050 hasil sensus
penduduk 2020 oleh BPS, jumlah
penduduk di Indonesia tahun 2023
mencapai  278.696,2 ribu jiwa. 3
Provinsi di pulau Jawa menjadi provinsi
dengan jumlah penduduk terbanyak di

Indonesia yaitu sebanyak 128.929.2 ribu
jiwa. Provinsi Jawa Barat merupakan
Provinsi dengan jumlah terbanyak di
Indonesia vyaitu 49.860,3 ribu jiwa.
Provinsi Papua Selatan yang merupakan
provinsi yang baru disahkan pada akhir
tahun 2022 menjadi provinsi dengan
jumlah penduduk yang paling sedikit
yaitu 534,4 ribu jiwa. Laju pertumbuhan
penduduk hasil proyeksi BPS di tahun
2023 adalah sebesar 1,13%; melambat
dibandung tahun tahun 2022 yang
mencapai 1,17%.

Berdasarkan data Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi (Kemendikbudristek)

terdapat 718 bahasa yang tersebar
di tanah air. Provinsi Papua menjadi
provinsi  dengan  jumlah bahasa
terbanyak yaitu 326 bahasa daerah.

Sebaran penduduk Indonesia hingga
tahun 2023 masih terkonsentrasi di
Pulau Jawa yang mencapai 155.645,5
ribu jiwa atau setara dengan 55,8% dari
total penduduk Indonesia. Hal tersebut
menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau
terpadat di Indonesia. Pulau Kalimantan
yang merupakan pulau terbesar di
Indonesia memiliki jumlah penduduk
sebanyak 57.091,9 ribu jiwa atau
sebesar 20,48% dari total penduduk
Indonesia.

Sebaran penduduk Indonesia hingga tahun

2023 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa
yang mencapai 155.645,5 ribu jiwa atau setara
dengan 55,8% dari total penduduk Indonesia

JAWA BARAT
JAWA TIMUR
JAWA TENGAH
SUMATERA UTARA 15386.6
BANTEN 12307.7
DKI JAKARTA 10672.1
SULAWESI SELATAN 9362.3
LAMPUNG 9314
SUMATERA SELATAN 8743.5
RIAU 6642.9
SUMATERA BARAT 5757.2
KALIMANTAN BARAT 5623.3
NUSA TENGGARA TIMUR 5569.1
NUSA TENGGARA BARAT 5560.3
ACEH 5482.5
BALI 4404.3
KALIMANTAN SELATAN 4222.3
KALIMANTAN TIMUR 3909.7
D.l. YOGYAKARTA 3736.5
JAMBI 3679.2
SULAWESI TENGAH 3086.8
KALIMANTAN TENGAH 2773.7
SULAWES| TENGGARA 2749
SULAWESI UTARA 2681.5
KEPULAUAN RIAU 2152.6
BENGKULU 2086
MALUKU 1920.5
KEP. BANGKA BELITUNG  1511.9
SULAWESI BARAT  1481.1
PAPUA TENGAH  1452.8
PAPUA PEGUNUNGAN  1448.4
MALUKU UTARA  1337.1
GORONTALO  1213.2
PAPUA  1047.1

KALIMANTAN UTARA 730
PAPUA BARAT DAYA  617.7
PAPUA BARAT 569.6
PAPUA SELATAN 534.4

49860.3
41527.9
37541

Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2023 (Ribu)
Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)

EKONOMI
WILAYAH

PERKEMBANGAN EKONOMI
DAN SEKTOR KONSTRUKSI

Produk Domestik Bruto (PDB)
merupakan salah satu indikator penting
untuk  mengetahui  perkembangan
perekonomian suatu negara dalam
suatu periode tertentu. Nilai PDB
dapat menggambarkan kemampuan
suatu wilayah dalam menciptakan nilai
tambah pada suatu waktu tertentu. PDB

merupakan nilai akhir dari keseluruhan
barang dan jasa yang dihasilkan oleh
semua unit ekonomi dalam suatu
negara, termasuk yang dihasilkan
warga negara lain yang tinggal di
negara tersebut. PDB disusun dengan
mencakup 17 kategori lapangan usaha,
mulai dari Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan; Industri Pengolahan, hingga
Konstruksi.

Perhitungan nilai PDB dapat dilakukan
dengan dua cara yaitu atas dasar
harga berlaku dan harga konstan.
Nilai PDB atas dasar harga berlaku
dihitung berdasarkan harga yang
berlaku pada setiap tahun, sedangkan
nilai PDB atas dasar harga konstan
dihitung berdasarkan harga pada
satu tahun tertentu yang kemudian
dijadikan dasar. PDB atas dasar harga

OEIIIIIEED 0 00000 0 0N
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berlaku digunakan untuk melihat
struktur ekonomi pada tahun tersebut,
sedangkan pertumbuhan ekonomi
suatu negara dari tahun ke tahun dapat
dilihat dari nilai PDB atas dasar harga
konstan.

Indikator  laju  pertumbuhan PDB
dapat digunakan untuk mengukur dan
mengidentifikasi kemajuan dan keadaan
ekonomi dalam periode tertentu.

Perkembangan laju PDB atas Dasar
Harga Konstan 2010 pada tahun 2020
mengalami koreksi cukup tajam sebagai
imbas dari kondisi pandemi Covid-19,

dimana hampir semua aktivitas ekonomi
mengalami penurunan/pelambatan. Hal
Ini terlihat dari angka pertumbuhan
PDB di tahun 2020 yang mengalami
kontraksi hingga pertumbuhan berada
pada level -2.07%. Pada tahun 2021
seiring dengan pemulihan ekonomi,
pertumbuhan PDB mencapai 3.69%.
Pada Tahun 2022 pertumbuhan PDB
kembali mengalami peningkatan
pada level 5.31%. Pada Tahun 2023
pertumbuhan PDB mencapai sebesar
5.05%.

Perhitungan nilai PDB
dapat dilakukan dengan
dua cara yaitu atas
dasar harga berlaku

dan harga konstan.

OROJOJONORO

B
i B
B
B

Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)
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Infrastruktur adalah motor penggerak
perekonomian suatu negara dan
oleh karenanya pembangunan
infrastruktur turut berkontribusi
terhadap pembangunan nasional.
Aktivitas ini tercermin dalam sektor
konstruksi dimana menurut Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI), konstruksi adalah kegiatan
ekonomi berupa konstruksi umum dan

10.75%
v

10,71%
v

konstruksi pekerjaan bangunan gedung
dan bangunan sipil. Peran sektor
konstruksi sendiri cukup besar dalam
struktur Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia setidaknya dalam 5 tahun
terakhir dimana rata-rata kontribusinya
mencapai 10,31%. Adapun pada tahun
2023 kontribusinya mencapai 9,92%
terhadap PDB Nasional.

9,77% v
v

A\

Persentase PDB Atas Harga Berlaku Sektor Konstruksi
Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)

9,92%

INDEKS
KEMAHALAN
KONSTRUKSI
(IKK)

Berkaitan dengan sektor konstruksi
dan pembangunan infrastruktur,
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
dapat digunakan sebagai instrumen
untuk  mengukur tingkat kesulitan
geografis suatu daerah  dimana
semakin  sulit letak geografisnya
maka nilai IKK akan semakin tinggi
yang mencerminkan tingginya tingkat

harga/biaya pembangunan di daerah
tersebut. Indikator IKK telah dihitung
dan digunakan sejak tahun 2003 dan
terus mengalami penyesuaian dari segi
metode dan formulasi perhitungannya.
Indikator ini dapat digunakan untuk
mengidentifikasi kemajuan sekaligus
kesulitan aksesibilitas infrastruktur dan
sektor konstruksi di suatu daerah. Pada
tahun 2023, provinsi dengan nilai IKK
tertinggi berada di Papua Pegunungan
(251,25) dan Papua Tengah (215,86).
Provinsi dengan IKK terendah berada di
Lampung (88,65) dan Sumatera Selatan
(91,39).

88,66

251,25

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Berdasarkan Provinsi
Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)
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121,9 T

91,24%

Pembangunan infrastruktur
merupakan backbone bagi
pemerataan pembangunan nasional.
Ketersediaan infrastruktur yang
handal tidak hanya menjadi roda
penggerak sektor ekonomi, melainkan
berpengaruh terhadap dimensi
pembangunan lain seperti pendidikan,

2017 2018 2019 2020

sosial, aksesibilitas wilayah, distribusi
barang, dan lainnya. Upaya U,and.
pemerintah  dalam  pembangunan pemerintah dalam 182,02 T174 cee T
infrastruktur terus dilakukan dengan pembangunan -
mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur terus 161,3 T
negara yang memadai serta berbagai :
kebijakan yang dapat mengakselerasi dilakukan dengan
00 pembangunan. mengalokasikan
O O Kementerian Pekerjaan Umum dan anggaran belanja .
Perumahan Rakyat merupakan salah negara yang 94,67% 94,05%
OXO) satu  kementerian/lembaga  yang memadai
O O menerima alokasi APBN terbesar.
Pada tahun 2023 Kementerian
OXO) PUPR mendapatkan alokasi APBN
sebesar Rp.182 Triliun. Anggaran ini
O O pun mengalami tren kenaikan tiap
O O tahunnya baik dari segi alokasi maupun
realisasi sebagai bukti dari komitmen
O O Pemerintah  untuk mengakselerasi

pembangunan infrastruktur  agar
layanan dasar masyarakat tersedia.

2021 2022 2023

[e] Anggaran @J Realisasi ﬁ; % Realisasi

APBN Kementerian PUPR

Sumber Data : Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2017-2023
Status Data : 2024
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Berdasarkan jenis belanja, APBN dibagi Berdasarkan jenis program, APBN program infrastruktur  konektivitas
menjadi tiga vyaitu belanja pegawai, Kementerian PUPR Tahun Anggaran yaitu senilai Rp.86,5 triliun atau
barang, dan modal. Persentase 2023 dialokasikan untuk 5jenis program, sebesar 47,55% dari total anggaran
terbesar pengalokasian APBN antara lain  pengelolaan  sumber dan tertinggi kedua dialokasikan untuk
Kementerian PUPR Tahun 2023 adalah daya air, infrastruktur konektivitas, program ketahanan sumber daya air
belanja modal yaitu sebesar 66% atau pengembangan perumahan dan yaitu senilai Rp.47,5 triliun atau sebesar
senilai Rp.120 triliun. Belanja barang permukiman, dukungan manajemen, 26,15% sebagaimana  diilustrasikan
memiliki persentase sebesar 32% atau dan pendidikan-pelatihan vokasi. dalam bagan berikut ini.

senilai Rp.58 triliun, dan sebesar 2% Anggaran terbesar dialokasikan untuk
dialokasikan untuk belanja pegawai
senilai Rp.2,7 triliun. Adapun detail data

dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.

143.746.531
Program
® @ Pendidikan dan

Pelatihan Vokasi

66% 2% 32% 47,55%

Belanja Modal Pegawai Barang 86.556.571.740

120.962.470.122 2.777.404.880 58.280.893.750 Program
Infrastruktur

konektivitas

O Belanja Modal O Pegawai O Barang

APBN Kementerian PUPR Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja (Ribu Rupiah)

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2023
Status Data : 2024

39.810.791.838

Program

Perumahan dan

Kawasan Pemukiman

26,15%

47.591.563.747
Program

Ketahanan

Sumber Daya Air

OO
OO0
OO
OO

OO0 7.918.094.896
OO0 Persentase terbesar pengalokasian APBN S
OXO) Kementerian PUPR Tahun 2023 adalah belanja Manajemen

OO0 modal yaitu sebesar 66% atau senilai Rp.120 triliun

APBN Kementerian PUPR Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Program (Ribu Rupiah)

Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2023
Status Data: 2024
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Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
merupakan salah satu unit organisasi
di lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang
mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pengelolaan sumber daya
air sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana
dijelaskan pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
mempunyai tanggung jawab untuk
menyelenggarakan pembangunan
infrastruktur yang mendukung
pengelolaan sumber daya air
yang berkelanjutan, antara lain
bendungan, embung, jaringan irigasi,
prasarana pengendali banjir, lahar
dan pengaman pantai, serta sarana
dan prasarana air tanah dan air baku.
Bab ini memaparkan berbagai data
dan perkembangan pembangunan
infrastruktur ~ bidang  pengelolaan
sumber daya air.

mempunyai
tanggung

Jjawab untuk
menyelenggarakan

pembangunan
infrastruktur

yang mendukung
pengelolaan
sumber daya air
yang berkelanjutan

*$ BENDUNGAN SERMO '

> Bendungan Sermo, Yogyakarta

5] Bendungan-

Dalam Peraturan Pemerintah  No.
37 Tahun 2010 tentang Bendungan,
dijelaskan bahwa bendungan adalah
bangunan  yang berupa urugan
tanah, urugan batu, beton, dan/atau
pasangan batu yang dibangun selain
untuk menahan dan menampung air,
dapat pula dibangun untuk menahan
dan menampung limbah tambang
(tailing), atau menampung lumpur
sehingga terbentuk waduk. Sedangkan
waduk adalah wadah buatan yang
terbentuk sebagai akibat dibangunnya
bendungan. Tujuan pembangunan
bendungan antara lain adalah untuk
meningkatkan manfaat serta fungsi
sumber daya air, pengendalian
daya rusak air, fungsi pengamanan
tampungan limbah tambang (tailing)
atau tampungan lumpur.

OO OO0 0 D O

Tak hanya itu bendungan juga dapat
dijadikan sebagai pembangkit listrik
tenaga air, dan tempat berwisata.
Tujuan pembangunan bendungan ada
dua, yaitu single purpose dam dan
multi purpose dam. Single purpose
dam merupakan bendungan yang
dibangun dengan tujuan khusus, misal
hanya sebagai penyedia air irigasi atau
pengendali banjir. Multi purpose dam
dibangun dengan manfaat beragam
seperti penyedia air irigasi, air baku
atau air minum, sebagai pembangkit
listrik, dan tempat wisata disaat yang
bersamaan. Berikut ini adalah jumlah
bendungan di setiap provinsi yang
berada dalam pengelolaan Kementerian
PUPR.

KALIMANTAN UTARA

1

KEP. RIAU

eJAWA BARAT 3/
LAM&UNG T 3
| ®

3
BANTEN 44

JAWA TENGAH

KALIMANTAN

TIMUR \‘ ‘

JAWA TIMUR

DI. Yogyakarta

é SULAWESI UTARA

SULAWESI
SELATAN E E ?

SULAWESI

KALIMANTAN TENGGARA
SELATAN /6 MALUKU
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BALI ]8
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NUSA TENGGARA BARAT P>
JAWA TENGAH p
JAWA TIMUR p
NUSA TENGGARA TIMUR )
JAWA BARAT P
KALIMANTAN TIMUR > mo
SULAWESI SELATAN b avaeae e
BALI b e e
ACEH b B e
LAMPUNG p 292 o
BANTEN p B2 a
SULAWESI UTARA

SULAWESI TENGGARA P

0000000

KEPULAUAN RIAU p

MALUKU b

KALIMANTAN UTARA p

KALIMANTAN SELATAN D

D.l. YOGYAKARTA P

Tujuan pembangunan
bendungan ada dua, yaitu
single purpose dam dan

multi purpose dam

OOOODOO

Sebaran Bendungan Operasi di Indonesia

Sumber : Informasi Geospasial Tematik
Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

Diagram di atas merupakan sebaran
bendungan beroperasi yang ada
di Indonesia. Berdasarkan data
Desember 2023 terdapat 229
bendungan beroperasi yang tersebar
di 18 provinsi dimana terbanyak
berada di Provinsi Nusa Tenggara
Barat dengan 76 bendungan.
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Danau merupakan tampungan air
yang dikelilingi oleh daratan dan
terbentuk akibat dari proses alami
seperti aktivitas tektonik, vulkanik, dll.
Situ atau yang disebut dengan nama
lain sesuai daerah, adalah suatu wadah
genangan air di atas permukaan tanah
yang terbentuk secara alami maupun
buatan dan merupakan sumber air baku
yang airnya berasal dari tanah, air hujan
dan/atau sumber air lainnya. Sementara
embung merupakan waduk berukuran
mikro yang berfungsi menampung
kelebihan air yang terjadi pada musim
hujan untuk persediaan suatu desa di
musim kering. Pembangunan embung
dapat mencegah banjir saat musim
hujan dan menjadi persediaan air saat
kemarau.

Selain infrastruktur bendungan,
danau, situ dan embung menjadi aset
infrastruktur sumber daya air yang
berfungsi sebagai tampungan atau
cadangan air bagi manusia. Beberapa
danau di Indonesia mengalami kondisi
kritis baik dari volume danau yang
menyusut ataupun kualitas danau yang
menurun. Terhadap danau-danau kritis
tersebut, Kementerian PUPR melakukan
revitalisasi untuk mengembalikan fungsi
tampungan air.

Berikut ini sebaran danau, situ dan
embung di menurut provinsi yang
tercatat di Kementerian PUPR.
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SULAWESI TENGAH SEE—, 27 JAWA BARAT
MALUKU UTARA . 21

SULAWESI UTARA S . 20

KALIMANTAN BARAT S~ 19 [
JAMB| S, 15
s . Jumlah Danau Berdasarkan BANTEN
= Status Pembangunan
SULAWESI SELATAN ===, 10

SUMATERA SELATAN = . O Lzrt]epraangan

PaPUA B 8 27 potens L

Sedang LAMPUNG

Dibangun

0 0 O Er=EwyT O

PAPUA BARAT 3=+ 6
ACEH®E- 4
BALI @+ 4

SUMATERA BARAT &+ 4

KALIMANTAN TIMUR &~ 3

GORONTALO §- 2

n BENGKULU

NUSA TENGGARA BARAT §- 2

Sudah Jumlah Situ Berdasarkan Provinsi
32 Terbangun Sumber : Informasi Geospasial Tematik

JAWA TENGAH §- 2

MALUKU §- 2 Kementerian PUPR, 31 Desember 2023
NUSA TENGGARA TIMUR {- 1 Jumlah Danau Berdasarkan Jumlah Situ Berdasarkan
LAMPUNG {- 1 Kewenangan Kewenangan

SUMATERA UTARA {- 1
1 Tanpa

KALIMANTAN SELATAN §+ 1 Keterangan 18 kabupaten/Kota

Diagram di atas merupakan sebaran
23 Provinsi jumlah situ di Indonesia. Sampai dengan
Desember 2023, total infrastruktur
situ secara keseluruhan adalah 360
situ dengan jumlah situ paling banyak
adalah Provinsi Jawa Barat yaitu 291
situ. Berdasarkan kewenangannya, situ
yang dikelola oleh Kementerian PUPR
sebanyak 319 situ.

RIAU {1 5 Kabupaten/Kota

26 Provinsi

Jumlah Danau Berdasarkan Provinsi

Sumber : Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR,
31 Desember 2023

Diagram di atas merupakan sebaran
jumlah danau di Indonesia. Pada tahun
2023, total infrastruktur danau secara
keseluruhan ada 360 danau dengan
jumlah paling banyak terdapat di
Provinsi Jawa Barat dengan 145 danau.

Berdasarkan total tersebut, terdapat 28 319 Pusat O O O O O O O O
322 danau dengan status sudah 3 Pusat O O O O O O O O
terbangun, 9 danau sedang dibangun,
dan 27 titik bepotensi menjadi danau. Sumber : Informasi Geospasial Tematik Sumber : Informasi Geospasial Tematik

Kementerian PUPR, 31 Desember 2023 Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

Berdasarkan kewenangannya, danau
yang dikelola Kementerian PUPR
sebanyak 328 danau.

iNFoRMasI INFORMAS]
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NUSA TENGGARA TIMUR

TIDAK DIKETAHUI —. 416
NUSA TENGGARA BARAT —. 377

JAWA TIMUR ——& 205
SULAWESI SELATAN ——& 182
JAWA TENGAH —9 176
LAMPUNG —+& 153
D.. YOGYAKARTA —e 114
SUMATERA BARAT |—e 92
MALUKU (e 78
JAWA BARAT o 68
SULAWESI TENGGARA e 64

KEP. BANGKA BELITUNG
SUMATERA UTARA

—
b
PAPUA BARAT | 38

SULAWESI BARAT |e
KEPULAUAN RIAU |o
BALI o
PAPUA [ 21
SULAWESI UTARA = 18
ACEH b 16
GORONTALO } 15
KALIMANTAN TIMUR } 10
JAMBI } 10
KALIMANTAN BARAT | 10
KALIMANTAN UTARA | 9
MALUKU UTARA }
KALIMANTAN SELATAN }
BANTEN }
SUMATERA SELATAN |
KALIMANTAN TENGAH
RIAU
SULAWESI TENGAH

NGO O 00

Jumlah Embung Berdasarkan Provinsi
Sumber: Informasi Geospasial Tematik
Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

Diagram di atas merupakan sebaran
jumlah embung di Indonesia.
Sampai dengan Desember 2023,
total infrastruktur embung secara
keseluruhan adalah 3.140 embung
dengan jumlah embung paling banyak
adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur
yaitu 853 embung. Berdasarkan total

‘ 853

Jumlah Embung Berdasarkan
Status Pembangunan

Tah
11 Raenacr;na
Sed
13 Potensi 10 D?b:r?ggun
Tanpa
Keterangan

Sudah
3l102 T:rbaangun

Jumlah Embung Berdasarkan
Kewenangan

11 Kabupaten/Kota

98 Masyarakat 1 Tanpa Keterangan

434 Provinsi

2.596 pusat

tersebut, terdapat 3.102 embung
dengan status sudah terbangun, 11
embung dalam tahap rencana, 10
embung sedang dibangun, dan 13
titik berpotensi menjadi embung.
Berdasarkan kewenangannya, embung
yang dikelola oleh Kementerian PUPR
sebanyak 2.596 embung.

'c. ] Pengendaii
Sedimen-

Bangunan-bangunan pengendali
sedimen berfungsi untuk mengendalikan
sedimen dengan memperlambat

gerakan dan secara berangsur-angsur
mengurangi volume sedimen. Bangunan
sedimen juga perlu dievaluasi untuk

CODEEYD OO0 0DO0

mengetahui bangunan sedimen
tersebut masih mampu atau tidak
menampung sedimen karena seiring
waktu dan perubahan tata guna lahan
yang menyebabkan erosi volume
sedimen cenderung meningkat.
Bangunan pengendali sedimen yang
telah dibangun Kementerian PUPR
terdiri dari Cekdam, Groundsill, Krib,
Sabo Dam, Talud, dan Tanggul.

Cekdam Sabo Dam Groundsill Tanpa Krib Tanggul Talud
Keterangan

Jumlah Infrastruktur Pengendali Sedimen
Sumber: Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

Diagram di atas menunjukkan
banyaknya infrastruktur pengendali
sedimen di Indonesia. Bangunan
pengendali sedimen terbanyak yaitu
Cekdam sebanyak 578 unit dan Sabo
Dam sebanyak 428 unit. Sementara itu,
hanya 1 Talud yang telah dibangun.

Cekdam atau check dam merupakan
bangunan yang dibuat melintang sungai
yang berfungsi untuk menghambat
kecepatan aliran permukaan dan
menangkap sedimen yang dibawa

aliran air  sehingga kedalaman
dan kemiringan sungai berkurang.
Sementara itu, Sabo Dam berfungsi
untuk mengendalikan dasar sungai
bagian hilir agar tetap stabil meskipun
ada suplai material atau sedimen yang
terangkut oleh aliran air, dengan kata
lain sabo dam akan mengarahkan
laju aliran lahar dan mengendalikan
seberapa banyak material yang
diijinkan menuju ke hilir. Sabo dam
banyak dibangun untuk mengurangi
risiko banjir lahar gunung api.
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
mendefinisikan Jalan sebagai prasarana
transportasi darat yang meliputi segala
bagian Jalan, termasuk bangunan
penghubung, bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan
tanah, di bawah permukaan tanah,
dan/atau air, serta di atas permukaan
air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan
jalan kabel. Adapun Penyelenggaraan
Jalan adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan
dan pengawasan jalan.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan
ke dalam Jalan Nasional, Jalan
Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota,
dan Jalan Desa. Undang-Undang
Jalan mengatur perihal pembagian
wewenang penyelenggaraan jalan,
dimana Pemerintah Pusat memiliki
wewenang dalam  Pengembangan
Sistem Jaringan jalan secara nasional,
penyelenggaraan jalan secara umum
dan Jalan Nasional. Adapun Pemerintah
Daerah Provinsi memiliki kewenangan
pada Jalan Provinsi, serta Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota pada Jalan
Kabupaten/Kota dan Jalan Desa yang
berada diwilayahnya.

Jakasampurna - Marga Jaya

Jalan menurut
statusnya
dikelompokkan
ke dalam Jalan
Nasional, Jalan
Provinsi, Jalan
Kabupaten, Jalan
Kota, dan Jalan
Desa

'O O o000 oo 000 oom
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Jalan Nasional adalah jalan arteri dan
jalan kolektor dalam sistem jaringan
jalan primer yang menghubungkan
antar provinsi dan jalan strategis
nasional, serta jalan tol. Kewenangan
penyelenggaraan jalan nasional berada
pada Pemerintah Pusat, dalam hal
ini Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian PUPR. Wewenang tersebut
meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan dan pengawasan.
Berdasarkan Peraturan Menteri
PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga
mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang penyelenggaraan jalan.

1996 2004

2009 2015 2022

Panjang Jalan Nasional
sumber : Kepmen PUPR tentang Penetapan Ruas Jalan
Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai
Jalan Arteri Primer (Jap) dan Jalan Kolektor Primer-1 (Jkp-1)
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Panjang jalan nasional dari tahun 1996
hingga 2023 mengalami pengingkatan.
Berdasarkan Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomo  430/KPTS/M/2022  Tentang
Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan
Jalan Primer, Panjang Jalan Nasional non

dibanding tahun 2022 yang mencapai
92,20 %. Provinsi dengan persentase
jalan mantap terbesar adalah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung vyaitu
sebesar 99,85%. Sedangkan provinsi
dengan persentase kondisi mantap
terendah adalah Provinsi Papua vyaitu

0000ENED OO0 0D 0NN

KEP. BANGKA BELITUNG 99,85%
BALI 99,57%
KEPULAUAN RIAU 98,68%
NUSA TENGGARA BARAT 98,45%

D.l. YOGYAKARTA 98,29%

OO0 tol seluruh Indonesia adalah 47.763,20 sebesar 77,56%.

OO km

OO0 Kondisi Jalan Nasional di Indonesia
secara umum di tahun 2023 dalam

91,27*% 91,81%

kondisi mantap dengan persentase
94,18 %. Kondisi ini mengalami kenaikan

92,20% 94,18*

I 8’73% I 8,19% I 7,80% I 5,82%
l ) A A A

OOOO

’ Mantap . Tidak Mantap

Tren Kemantapan Jalan Nasional
Sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
Status : Februari 2024

JAWA BARAT

KALIMANTAN BARAT

ACEH

JAWA TIMUR

SUMATERA SELATAN

SULAWESI TENGAH

JAWA TENGAH

SULAWESI SELATAN

KALIMANTAN SELATAN

BANTEN

KALIMANTAN UTARA

GORONTALO

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI UTARA

NUSA TENGGARA TIMUR

MALUKU

RIAU

SUMATERA UTARA

LAMPUNG

SULAWESI BARAT

JAMBI

SUMATERA BARAT

BENGKULU

MALUKU UTARA

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN TENGAH

97,98%
97,90%
97,84%
97,67%
97,09%
97,08%
96,79%
96,58%
96,31%
95,89%
95,85%
95,27%
95,27%
95,03%

94,92%

94,90%

94,87%

94,18%

93,93%
93,57%

93,02%

92,97%

91,71%

91,48%

89,31%

85,25%

PAPUA BARAT 85,05%

PAPUA 84,20%

P
]
-
[}
=
o
3
Q
o
3

: Jalan Nasional di Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam wilayah
kewenangan pemerintah provinsi.

B Mantap [7] Tidak Mantap

Kemantapan Jalan Nasional 2023
Sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
Status : Februari 2024
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Dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional
dan tercapainya konektivitas

antar wilayah, Pemerintah telah
menetapkan beberapa target dalam
penyelenggaraan jalan nasional.
Penentuan target pembangunan
diperlukan mengingat keberadaan
infrastruktur jalan berkontribusi dalam
meningkatkan konektivitas  wilayah
serta mempermudah akses distribusi
barang dan jasa yang mana akan
meningkatkan aktivitas perekonomian.
Oleh  karenanya, indikator jalan
nasional tidak hanya dilihat dari segi
kemantapan saja melainkan  dari
tingkat aksesibilitas, waktu tempuh,
rating kondisi dan rating keselamatan
jalan nasional.

Tingkat aksesibilitas jalan nasional di
tahun 2023 mencapai 83,95% dengan
waktu tempuh utamanya pada jalan
lintas utama pulau mencapai 2,16
jam/100 km. Rating kondisi jalan
nasional di tahun 2023 mencapai 2,57
Sementara itu pada indikator rating
keselamatan jalan nasional di tahun
2023 mencapai 2,89.

Pemerintah
Daerah Provinsi
dan Kabupaten/

Kota turut memiliki
kewenangan atas
penyelenggaraan
infrastruktur

jalan, yaitu Jalan
Provinsi dan Jalan
Kabupaten/Kota

2. ] olan Dacrah

Pemerintah  Daerah  Provinsi dan

Kabupaten/Kota turut memiliki
kewenangan atas penyelenggaraan
infrastruktur jalan, yaitu Jalan

Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota
sebagaimana diatur dalam UU No. 2
Tahun 2022 tentang Jalan. Kewenangan
dalam Penyelenggaraan Jalan tersebut
meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan, dan pengawasan Jalan.
Adapun total panjang jalan daerah
pada tahun 2023 mencapai 459.703,91
km yang terdiri atas 48.486,81 km jalan
provinsi dan 411.217,1 km jalan kab/
kota. Secara umum kondisi kemantapan
jalan daerah di Indonesia dalam kondisi
mantap mencapai 71,33% mantap untuk
jalan provinsi dan 57,9% mantap jalan
kabupaten/kota.

Pada Jalan Provinsi, Provinsi dengan
kemantapan jalan tertinggi adalah
Sumatera Selatan dengan persentase
sebesar 92,24% atau sepanjang
1.396,17 km. Sedangkan provinsi
dengan kemantapan jalan provinsi
terendah adalah Kalimantan Utara
dengan persentase sebesar 14,15% atau
sepanjang 120,53 km.

Pada Jalan Kabupaten/Kota, Provinsi
dengan kemantapan jalan kabupaten/
Kota tertinggi adalah Jawa Barat
dengan persentase sebesar 81,89% atau
sepanjang 13.914,44 km. Sedangkan
provinsi dengan kemantapan jalan
kabupaten/kota terendah adalah Papua
Tengah dengan persentase sebesar
21,45% atau sepanjang 719,17 km.

SUMATERA SELATAN

KEP. BANGKA BELITUNG

BANTEN

JAWA TIMUR

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

SULAWESI UTARA

ACEH

KEPULAUAN RIAU

KALIMANTAN TENGAH

SUMATERA UTARA

BALI

NUSA TENGGARA BARAT

KALIMANTAN TIMUR

LAMPUNG

JAMBI

SULAWESI TENGGARA

KALIMANTAN BARAT

SULAWESI SELATAN

NUSA TENGGARA TIMUR

D.l. YOGYAKARTA

SUMATERA BARAT

RIAU

KALIMANTAN SELATAN

SULAWESI TENGAH

GORONTALO

BENGKULU

PAPUA

MALUKU

MALUKU UTARA

PAPUA BARAT

PAPUA BARAT DAYA

SULAWESI BARAT

PAPUA PEGUNUNGAN

PAPUA SELATAN

PAPUA TENGAH
KALIMANTAN UTARA

000OENED 000D 0N

92,24%

91,67%
91,45%

89,10%

88,82%

88,40%
85,18%
84,41%
80,78%
80,53%
80,51%
79,95%
79,38%
77,52%
76,85%

76,35%

73,91%
72,28%
71,95%

7,77%

70,18%
66,09%
64,94%
64,30%
63,89%
60,10%
59,87%
59,33%
52,49%
50,84%
42,43%
42,35%
41,37%
38,41%
28,26%
22,28%

14,15%

Keterangan : Jalan Nasional di Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam wilayah
kewenangan pemerintah provinsi.

Bl Mantap [7] Tidak Mantap

Kemantapan Jalan Provinsi 2023

Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditjen Bina Marga

Status : Desember 2023
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JAWA BARAT 81,89% O O
BALI ,85%

JAWA TIMUR 81,32% O O

JAWA TENGAH 79,90% O O

72,0% 71,3% KEP. BANGKA BELITUNG 78,19% O O

D.l. YOGYAKARTA 74,85% O O

BANTEN 71,63%
SULAWESI UTARA 66,95% O O
NUSA TENGGARA BARAT 64,88% O O

KALIMANTAN SELATAN 61,35% O O

SUMATERA BARAT 60,50%

73,8% 74,1

SUMATERA SELATAN 60,11%

%
26,2% 25,9% 28,0

O O MALUKU 46,52%

O O SULAWESI TENGGARA 45,18%

O O JAMBI 43,56%
. Mantap ‘ Tidak Mantap

KALIMANTAN TIMUR 42,09%

KEPULAUAN RIAU 59,27%

SULAWESI SELATAN 58,15%

SUMATERA UTARA 55,90%

ACEH 54,29%

KALIMANTAN BARAT 53,01%

RIAU 52,16%

NUSA TENGGARA TIMUR 51,94%
MALUKU UTARA 50,29%

BENGKULU 50,00%

O O SULAWESI TENGAH 49,11%
O O GORONTALO 47,99%

LAMPUNG 47,40%

(-]
=
©

KALIMANTAN UTARA 4,57%

. . SULAWESI BARAT 39,93%
Tren Kemantapan Jalan Provinsi O O

Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditien Bina Marga O O KALIMANTAN TENGAH S8
Status : Desember 2023

PAPUA BARAT 36,98%

PAPUA 30,96%

PAPUA BARAT DAYA 30,00%

PAPUA SELATAN 2711%

PAPUA PEGUNUNGAN 26,02%

PAPUA TENGAH 21,45%

B Mantap [7] Tidak Mantap

o W\ -

2000000
20006000
O0r Bl
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Kemantapan Jalan Kab/Kota 2023
Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditien Bina Marga
Status : Desember 2023
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61,9% 64,6% 60,7" Beroperasi

57,9%
| 38,1%

Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan
yang merupakan bagian Sistem Jaringan
3 Jalan dan sebagai jalan nasional yang
42,1% penggunanya diwajibkan membayar.
Jalan tol memiliki peran strategis
baik untuk mewujudkan pemerataan
pembangunan maupun untuk
pengembangan wilayah. Jalan tol juga
berkontribusi dalam mengurangi biaya
logistik nasional sehingga arus barang
& jasa antar wilayah dapat dilakukan
dengan biaya yang lebih rendah. Dalam
rangka meningkatkan  konektivitas
wilayah tersebut, Kementerian PUPR
terus melanjutkan pembangunan jalan
tol yang hingga saat ini terdapat 73 ruas
jalan tol dengan panjang 2.816,7 km
(tanpa suramadu) yang telah beroperasi
serta 27 ruas (1.742,25 km) yang masih
dalam proses pembangunan. Berikut
adalah sebaran jalan tol baik yang telah
beroperasi maupun yang masih dalam
proses pembangunan.

35,4%

. Mantap . Tidak Mantap

Tren Kemantapan Jalan Kab/Kota Jalan tol memiliki
Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditjen Bina Marga peran stra teg/ S b(jlk
Status : Desember 2023 o
untuk mewujudkan
pemerataan
pembangunan
y \J WV ~ maupun untuk

pengembangan

_000OO0OoK:
‘_ 2000607700
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Trans Sumatera

707,58 km

o ..
Vi
N 151,60
Vi &z

VA

B z7.62

B 35,87

B 21,58

Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung
Bakauheni - Terbanggi Besar

Pekanbaru - Dumai

Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi

Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa)

Kayu Agung - Palembang - Betung

Sigli - Banda Aceh

Palembang - Indralaya

Jabodetabek
[ 425,4 km ]
Jakarta - Bogor - ciawi | So.00
Jakarta - Cikampek || [N 32,00
I .30
s .00
. .
I 27,05
. -5
E 15,28
B 14,89
Bl 14.30
Bl 425
B 14,0
Bl 2.0
B .40

S

Cibitung - Cilincing

Jakarta - Tangerang
JORRNON S

Cawang - Tj. Priok - Pluit (JIRR)
Cawang - Tomang - Pluit
Bekasi-Cawang-Kp.Melayu
Cinere-Jagorawi

Prof. Dr. Ir. Soedijatmo

JORR S

Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran
Depok - Antasari

Akses Tanjung Priok

Cikopo - Palimanan

Solo - Ngawi

Lingkar Luar Bogor - 11,30 Ngawi - Kertosono
Kunciran - serpong [l 11,14 Jakarta - Cikampek
Serpong - Cinere [l 10,14 Batang - Semarang
JORR W1
- 9,85 Tangerang - Merak
6 Tol Dalam Kota Jakarta - 9,29

Semarang - Solo

JORR W2 Utara [l 7,87
Pejagan - Pemalang

Serpong - Pondok Aren [l 7,24
- |
Cimanggis - Cibitung . 6,53 surabaya - Gempo
pondok Aren - Ulujami . 5,55 Pasuruan - Probolinggo
Serpong - Balaraja I 3,97 Kertosono - Mojokerto

Pemalang - Batang
Surabaya - Mojokerto

Kanci - Pejagan

Gempol - Pasuruan
Palimanan - Plumbon - Kanci

Semarang

INFORMAS!
STATISTIK

Trans Jawa

980,89 km

000OENED 000D 0N

73 Ruas Jalan Tol Operasi

dengan panjang 2.816,73 Km

Padalarang - Cileunyi

Cileunyi - Sumedang - Dawuan
Cikampek - Padalarang
Pandaan - Malang

Kalimantan Krian- Legundi - Bunder - Manyar

Sulawesi Serang - Panimbang

Medan - Binjai [l] 17,67 97,27 km lawl I
Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu . 16,73 Balikpapan - Samarinda 97,27 km m Clawi - Sukabumi
Indrapura - Kisaran (Seksi 1) I 15,15 ’ Surabaya - Gresik

Semarang - Demak

Manado - situng - (R K@ 4O
Makassar Seksi 4 - 1,6

Gempol - Pandaan

Q

Waru - Juanda

Ujung Pandang Seksi 1-3 - 10,08

Soreang - Pasir Koja

AN
Q

S 9

=

]
S99 4

0
@

A,

e .75
002
27,05
. -
i o
Vi
e 72,05
. 7.5
I 80
B 10,38
B 10,23

0.2

|7 .

E s

EE 45
@

Bl 24,75

10,07 km

Bali - Mandara 10,07 km

Non Trans

2722727 7/ .
2777 .
777777777/ ..
s
Wih
2.5

e

. 20,7

| REXe

E 1:.61

2.8

s

v O

Jalan Tol Operasi
sumber : Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
Status : 1 November 2023
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Jalan tol Konstruksi 20 Ruas Jalan Tol Konstruksi dengan

panjang 713,83 km

Trans Sumatera

m Kalimantan Non Trans
sigli - Banda Aceh [N 24,68 m

it iy Fekanbary - Bangkinang - Payalumbuh - | €1 50 satan To Akses 1k~ I 5,16 Yosvakarta oo I
ggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo _ 45,63
Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat _ 29,59 Serang - Panimbang _ 56,12
Kayu Agung - Palembang - Betung | ©© ;19 semarang - Demak [ 10,63
Indrapura - Kisaran _ 32,60 Ciawi - Sukabumi _ 13,70
Binjai - Langsa _ 38,01 Akses Patimban _ 22,94
Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi 83,39

Yi

Trans Jawa

49,68 km

Serpong - Balaraja [l 5,40

sakarta Cikampek 1 setatan | 5.7 e L2
Cimanggis - Cibitung [ 19,66
Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - -
8,97

Jembatan Tiga/Pluit (Wiyoto Wiyono)
6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta Tahap | _ 21,88

>

?
R % P

Jabodetabek

108,61 km &

Serpong - Balaraja - 5,40
sakarta Cikampek 11 sctaton I =.70
Cimanggis - Cibitung _ 19,66

Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur -
Jembatan Tiga/Pluit (Wiyoto Wiyono) - 8,97

6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta Tahap | _ 21,88

Jalan Tol Konstruksi

sumber : Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
Status : 1 November 2023
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JAWA TIMUR 36.417,62 KALIMANTAN TENGAH b
E Jembatan m Jembatan 12.204,80
KALIMANTAN TENGAH 34.284,65 JAWA TIMUR b
7.242,90
JAWA BARAT IEZI 34.048,8 6
SUMATERA SELATAN h 439,10
Jembatan merupakan JAWA TENGAH 33.432,87 RIAU E
. 1.511,4
bangunan infrastruktur PAPUA I 25.655.47 5 stao
yang digunakan untuk MALUKU T 2:.665.9 Jembatan Khusus merupakan SUMATERA SELATAN _ 3.147,60
menghubungkan tempat, rute jembatan yang memiliki SUMATERA BARAT L5
: . KALIMANTAN BARAT NE N 27.100,47 e . 741,80
atau lintasan yang terpisah Spesifikasi teknis dan khusus |h3
karena faktor geografis ACEH NI 25.893,18 yang harus dipenuhi untuk DI YOGYAKARTA  J 395,06
seperti sungai, rawa, danau, SUMATERA UTARA IFE 2437783 mencapai kualitas pekerjaan

selat, saluran, jalan raya,
jalan kereta api dan kondisi
lainnya. Keberadaan jembatan
mendukung efisiensi baik dari
segi waktu yang ditempuh
maupun kemudahan akses
yang mana turut berimplikasi
pada pengurangan biaya
transportasi.

Kementerian PUPR  terus
melanjutkan program
pembangunan dan revitalisasi
jembatan. Hingga tahun 2023
terdapat 19.377 unit Jembatan
Nasional dengan total panjang
mencapai 562.213,79 m.
Provinsi yang memiliki jumlah
jembatan terbanyak adalah
Provinsi Jawa Timur dengan
1.037 unit dan total panjang
jembatan 36.417,62 m.

o IV -

O0OO0O0O0O0.
oOC~"000.

700
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SULAWESI TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
SUMATERA SELATAN
SUMATERA BARAT
SULAWESI UTARA
SULAWESI SELATAN
MALUKU UTARA
SULAWESI TENGGARA
RIAU

PAPUA BARAT

NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPUNG

JAMBI

BENGKULU

BALI

KALIMANTAN TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
SULAWESI BARAT

DI YOGYAKARTA
BANTEN

GORONTALO
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN RIAU
BANGKA BELITUNG

DI 22.528,79
IE 19.604,3
19.319,41
IE I 18.427,096
PE 17-280,65
N 16.086,92
PET 14.046,05
14.033,05
I[ET 13.807.9
I 13.383,7

13.141,1
I 11.800,76

11.394,2

10.914,7
IEXE 10.574,11
IEEXE ©.106.9

8.650,7

IEEC 8.437,4

P 7.632,5

IEEFE 6.640,35

BTl 6.618,38

ELFE 6.563.4

B3 4.505,6

3.336,03

M Jumlah M Panjang (meter)

Jumlah Jembatan

Sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan
Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
Status : 31 Desember 2023

yang disyaratkan dan
spesifikasi  peralatan utama
yang dipergunakan dalam
pelaksanaan konstruksi
dengan keadaan yang khusus
pula. Jembatan yang memiliki
tinggi pilar diatas 40m dapat
dikategorikan sebagai jembatan
khusus.

Tercatat hingga Tahun 2023
terdapat sebanyak 80 unit
jembatan khusus di Indonesia
dengan total panjang 41.610,3
m. Provinsi dengan jumlah
jembatan khusus terbanyak
adalah  provinsi  Kalimantan
Tengah dengan jumlah
jembatan khusus sebanyak 15
unit dan total panjang jembatan
12.204 m.

KALIMANTAN BARAT |-3 1.201,60
- )

3
KALIMANTAN SELATAN h 2.258,80

3
SULAWESI TENGGARA h 1.387,50
3

PAPUA h 1.088,00

3
JAWA BARAT _ 3.027,40

2
JAWA TENGAH 505,40

1
KALIMANTAN TIMUR h 858,00

1
MALUKU h 1.241,20
1

ACEH 210,00

1
231,30

1
JAMEI h 1.373,30
1

KALIMANTAN TIMUR h 964,00

KEPULAUAN RIAU

1
310,10

1
240,00
1

NUSA TENGGARA TIMUR 137,00

1
372,00

BALI

NUSA TENGGARA BARAT

SULAWESI UTARA

1
GORONTALO 204,64

1
SULAWESI TENGAH 116,50

1

SULAWESI BARAT 120,70

1
MALUKU UTARA ‘81,00

B Jumlah Jembatan Khusus

M Panjang (m)

Jumlah Jembatan Khusus (Unit)
Direktorat Bina Teknik Jalan dan

Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
Status Data : 31 Desember 2023
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7. ] tembatan
Gantuns_

Jembatan gantung adalah
jembatan dengan sistem
struktur jembatan yang
menggunakan wire rope
(kabel) sebagai pemikul utama
beban lalu lintas dan berat
sendiri. Pada sistem ini wire
rope utama memikul beberapa
hanger (penggantung) yang
menghubungkan antara wire
rope utama dengan gelagar/
struktur jembatan.

Hingga tahun 2023 tercatat
ada sebanyak 596 jembatan
gantung di Indonesia dengan
total panjang 44.615,6
m. Provinsi yang memiliki
jembatan gantung terbanyak
adalah Jawa Timur dengan
mencapai 86 unit dan total
panjang 5.737,9 m.

Hingga tahun 2023
terdapat 19.377 unit
Jembatan Nasional
dengan total
panjang mencapai
562.213,79 meter

Jawa TiMur I <
Jawa BARAT [ -1
JAWA TENGAH [ -1
santen [ s
suLawesi seLATAN [ 41
SUMATERA UTARA [ 34
KALIMANTAN BARAT [ 25
Javel [ 21
SUMATERA BARAT [ 21

aceH [ 10

suMATERA SELATAN [ 16
NUsA TENGGARA TIMUR [l 11
suLAWESI UTARA [l 1
D... YooYAKARTA [l 10

-
o

KALIMANTAN TENGAH

-
o

LAMPUNG
RIAU

SULAWESI TENGGARA

® o ©

SULAWESI TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
PAPUA

7
7
7
6
5
4
4
4

KALIMANTAN SELATAN
PAPUA PEGUNUNGAN
KEPULAUAN RIAU
PAPUA SELATAN
PAPUA TENGAH

BALI

KALIMANTAN UTARA
PAPUA BARAT DAYA
SULAWESI BARAT

BENGKULU

N M oW W oW

KEP. BANGKA BELITUNG

-

MALUKU

Jumlah Jembatan Gantung (Unit)
Sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan
Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga

Status Data : 31 Desember 2023

‘ 1 ‘u ‘ n ‘ IV BINA MARGA ‘ v‘w‘vu‘vm‘ IX -

Jembatan Kretek, D.I. Yogyakarta
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Direktorat Jenderal Cipta Karya
mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang penyelenggaraan sistem
penyediaan air minum, pengelolaan
air limbah domestik, pengelolaan
drainase lingkungan, pengelolaan
persampahan, penataan bangunan
gedung, pengembangan kawasan
permukiman, pos lintas batas negara,
dan pengembangan sarana prasarana
strategis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hingga tahun 2023, infrastruktur
permukiman tersebut terus
bertambah baik dari segi ketersediaan
(kuantitas) maupun kualitasnya.
Bab ini memaparkan berbagai data
dan perkembangan pembangunan
infrastruktur permukiman yang berada
dalam ranah tugas Direktorat Jenderal
Cipta Karya.

u Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM)

Air minum adalah air rumah tangga yang
melalui proses pengolahan atau tanpa
proses pengolahan yang memenuhi
syarat kesehatan dan dapat langsung
diminum. Air minum  merupakan
kebutuhan dasar manusia yang harus
dipenuhi secara memadai baik dari
segi kualitas dan kuantitas. Seiring
meningkatnya populasi dan aktivitas
manusia, kebutuhan air minum pun
meningkat. Hal ini juga memengaruhi
ketersediaan dan kualitas air di alam.
Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem
penyediaan air minum yang baik guna
memenuhi  kebutuhan yang terus
meningkat tersebut.

Peraturan Pemerintah  Nomor 122
Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan
Air Minum menerangkan bahwa Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah
satu kesatuan sarana dan prasarana
air minum. Penyelenggaraan SPAM
merupakan serangkaian kegiatan dalam
melaksanakan pengembangan dan
pengelolaan sarana dan prasarana yang
mengikuti proses dasar manajemen
untuk menyediakan air minum kepada
masyarakat. Hal ini bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan
kehidupan yang sehat, bersih, dan
produktif.

00000EED OO0 D 0NN
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MALUKU

JAWA BARAT

DI YOGYAKARTA
JAWA TIMUR

PAPUA BARAT
KALIMANTAN BARAT
MALUKU UTARA
BANTEN

SULAWESI TENGGARA
SULAWESI UTARA
LAMPUNG

NUSA TENGGARA TIMUR
SULAWESI SELATAN
SUMATERA SELATAN
SULAWESI BARAT
SUMATERA UTARA
KALIMANTAN TENGAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JAMBI

SULAWESI TENGAH
JAWA TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
SUMATERA BARAT
RIAU

KEPULAUAN RIAU
NUSA TENGGARA BARAT
BALI

ACEH

BENGKULU

PAPUA

GORONTALO
KALIMANTAN UTARA
DKI JAKARTA

P Jumlah SPAM

Jumlah SPAM Berdasarkan Provinsi

Sumber : Direktorat Air Minum, Direktorat
Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

Diagram tersebut menggambarkan
sebaran pembangunan SPAM di
Indonesia. Saat ini terdapat 1.666
infrastruktur SPAM yang tersebar di 34
provinsi dimana terbanyak berada di
Provinsi Maluku dengan 194 SPAM.
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5. | ineria Badan

Gsaha Wil
o i

Penyelenggaraan SPAM bisa dilakukan
oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Unit
Pelaksana Teknis (UPT), Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD), kelompok
masyarakat, dan badan usaha. Khusus
penyelenggaraan yang dilakukan oleh
BUMD Air Minum, Direktorat Air Minum

Ditjen Cipta Karya melakukan penilaian
kinerja secara berkala setiap tahunnya
untuk memastikan kualitasnya semakin
meningkat. Penilaian tersebut dilakukan
pada 4 aspek kinerja, yaitu keuangan,
pelayanan, operasional, dan sumber
daya manusia.

Jumlah BUMD Air Minum yang dinilai Kinerjanya Tahun 2012-2023
Sumber : Buku Kinerja BUMD Air Minum tahun 2012-2023

o WV -
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Jumlah BUMD Air Minum vyang
dinilai kinerjanya terus mengalami
peningkatan hingga pada tahun 2023
menjadi 393 BUMD Air Minum. Jumlah
ini meningkat sebanyak 4 BUMD Air
Minum dibandingkan dengan tahun
2022.

VO (

0000 OET) 00 D 0N

65,39%

61,76%
59,6% 58,95% g 8% 60,93%

53,37% 55,3%
20,11%

27,2% 26,5% 26,84% 24,81% 27%
17,52% 17,5% .
13,9% 14,21% 13,44% @

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

‘ Sehat ‘ Kurang Sehat ‘ Sakit

Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2012-2023
Sumber : Buku Kinerja BUMD Air Minum tahun 2012-2023

25,96%
22,39%

13,11% 12,21%

BUMD Air Minum di Indonesia dengan
kinerja Sehat mengalami kenaikan
berturut-turut dalam tiga tahun terakhir
dari tahun 2021 sampai dengan tahun
2023. Pada tahun 2023, BUMD Air
Minum berkinerja Sehat sebanyak 257
(65,39%), berkinerja Kurang Sehat
sebanyak 88 (22,39%), dan berkinerja
Sakit sebanyak 48 (12,21%).

.....
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Capaian BUMD Air Minum berkinerja
Sehat tersebut mengalami kenaikan
4,46% jika dibandingkan dengan tahun
2022 yang sebesar 60,93%. Adapun
persentase BUMD Air Minum dengan
kategori Kurang Sehat mengalami
penurunan 3,57% di tahun 2023
menjadi  22,39%. Selain itu, BUMD
Air Minum dengan kategori Sakit
mengalami penurunan sebanyak 0,9%
di tahun 2023 dari sebelumya sebanyak
13,11% di tahun 2022 menjadi 12,21% di
tahun 2023. Hal ini menandakan mulai
pulihnya kinerja BUMD Air Minum pasca
diterpa pandemi Covid-19.

Pada tahun
2023, BUMD Air
Minum berkinerja
Sehat sebanyak
257 (65,39%),

berkinerja Kurang
Sehat sebanyak
88 (22,39%), dan
berkinerja Sakit
sebanyak 48
(12,21%).
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Kinerja BUMD Air Minum Berdasarkan Provinsi
Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2023

Berdasarkan provinsinya, hasil evaluasi
kinerja BUMD Air Minum Tahun 2023
menunjukkan provinsi yang memiliki
BUMD Air Minum dengan kinerja Sehat
100% antara lain Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Bali, Banten, D.l
Yogyakarta, dan DKI Jakarta.
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29,5%

26,1%

19,9%

12,1%

10,4%

Persentase Penduduk Terlayani
Sumber: Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2023

36,7%

50,1%
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Persentase penduduk terlayani
tertinggi di Maluku Utara sebesar 57%
atau sebanyak 434.354 jiwa dari jumlah
penduduk di wilayah pelayanannya
sebanyak 761.364 jiwa. Sedangkan
penduduk terlayani terbanyak adalah

terdapat pada Provinsi Jawa Timur yaitu
sebanyak 8.782.709 jiwa atau sebesar
29,6% dari jumlah penduduk di wilayah
pelayanannya. Adapun persentase
terendah berada di Provinsi Riau yang
hanya mencapai 7,9%.

Pemrosesan

Akhir (TPA)

Sampah merupakan sisakegiatan sehari-
hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat. Pengelolaan sampah
telah diatur dalam Undang Undang
No. 18 Tahun 2008 yang menyebut
bahwa pengelolaan sampah adalah
kegiatan yang sistematis, menyeluruh,
dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah.
Pengelolaan sampah dilakukan dengan
tujuan tercipta lingkungan hidup yang
sehat dan bersih sekaligus menjadikan
sampah sebagai sumber daya yang
bernilai ekonomi.

Salah satu tugas yang menjadi
kewenangan Kementerian PUPR ialah
infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) sebagaitempat untuk memproses
dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan secara aman bagi manusia
dan lingkungan. Luasnya area TPA yang
memadai di kota-kota besar dan seluruh
wilayah dibutuhkan untuk mengatasi
kuantitas sampah yang masuk. Berikut
ini adalah data jumlah TPA beserta area
TPA (Ha) pada setiap provinsi.
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Jumlah TPA dan Area (Ha) Berdasarkan Provinsi

Sumber Data :

Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

Berdasarkan grafik di atas, total Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak
infrastruktur TPA yang terbangun 21 TPA dengan luas area TPA 133,75
adalah 271 TPA dengan uas total fasilitas Ha, sedangkan total area TPA terluas
pengolahan persampahan 1772,693 Ha. terdapat pada provinsi Jawa Barat yaitu
Saat ini, TPA terbanyak terdapat pada sebesar 203,14 Ha.

6 5623

Air Limbah (IPAL)

Instalasi_
i Limbah (PAL)

Lingkungan layak huni dan sehat adalah
lingkungan yang terjaga kebersihan,
kerapian dan kelestariannya. Salah
satu tantangan terbesar saat ini
selain sampah ialah limbah yang tidak
terkelola dengan baik. Hal ini dapat
menyebabkan degradasi lingkungan,
merusak sumber air baik air permukaan
maupun air tanah, menimbulkan bau
tidak sedap, dan dapat merusak kualitas
tanah.

Dalam rangka menciptakan lingkungan
hidup yang sehat tersebut maka
pemerintah membangun sarana dan
prasarana pengolahan limbah. Sistem
pengelolaan limbah dilakukan dengan
dua cara vyaitu sistem setempat/
kawasan (on site) dan sistem terpusat
(off site). Kota-kota besar pada
umumnya menggunakan IPAL terpusat
yang bertujuan untuk mengurangi
terjadinya  pencemaran oleh air
limbah rumah tangga. Kendala dalam
pengembangan IPAL terpusat adalah
biaya investasi yang besar. Oleh sebab
itu, dikembangkan pula IPAL kawasan
yang dapat melayani daerah perkotaan
maupun desa dengan sistem komunal.
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Dalam rangka menciptakan lingkungan
hidup yang sehat tersebut maka pemerintah
membangun sarana dan prasarana
pengolahan limbah
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B Jumlah IPAL B Cakupan Layanan

Jumlah IPAL dan Cakupan Layanan (KK) Berdasarkan Provinsi
Sumber Data : Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

Berdasarkan diagram di atas, cakupan
layanan IPAL paling banyak pada
Provinsi Sumatera Utara dengan
banyaknya keluarga 102.893 KK.
Sedangkan total infrastruktur IPAL

terbangun adalah 151 IPAL dengan total
cakupan layanan 276.691 KK. Jumlah
IPAL terbanyak terdapat pada Provinsi
Jawa Tengah dengan 14 IPAL.

Lumpur Tinja (IPLT)

Penyediaan  sanitasi yang layak
bagi masyarakat merupakan suatu
upaya menciptakan lingkungan yang
sehat. Keberadaan sanitasi layak
dapat secara signifikan menurunkan
tingkat kebiasaan Buang Air Besar
Sembarangan (BABS). Selain itu,
keberadaan sanitasi layak dapat turut
menurunkan prevalensi stunting dan
tingkat penyakit yang berkaitan dengan
lingkungan yang tidak sehat. Sarana
dan prasarana pengelolaan lumpur tinja
merupakan salah satu yang terpenting
dalam penyediaan sanitasi yang sehat.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT) adalah bangunan yang dirancang
hanya menerima dan mengolah lumpur
tinja yang berasal dari sub sistem
pengolahan setempat.
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Jumlah IPLT dan Cakupan Layanan (KK) Berdasarkan Provinsi
Sumber Data : Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

Berdasarkan diagram di atas, cakupan infrastruktur IPLT terbangun adalah
layanan IPLT terbanyak vyaitu pada 221 IPLT dengan jumlah IPLT terbanyak
Provinsi Jawa Barat dengan banyaknya terdapat pada Provinsi Aceh vyaitu
keluarga 512.476 KK. Sedangkan total sebanyak 20 IPLT.

B Jumlah IPLT I Cakupan Layanan (KK)

[

Sesuai dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa
Direktorat Bina Penataan Bangunan
mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan perumusan kebijakan
dan strategi, perencanaan teknis,
pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan
pengawasan, pembinaan pelaksanaan
norma, standar, prosedur, dan kriteria
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan
bidang penataan bangunan dan
lingkungan, bangunan gedung, dan
rumah negara. Program dari Bina
Penataan Bangunan diantaranya adalah
penataan bangunan kawasan pesisir,
renovasi atau penataan kawasan sarana
ibadah, penataan istana kepresidenan,
kebun raya, gedung pemerintah, dan
lain-lain.
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Terbangunnya gedung-gedung
dan penataan bangunan dan
lingkungan menjadi salah satu tolak
ukur keberhasilan pembangunan
berkelanjutan Sustainable
Development Goals (SDG’s). Oleh
karena itu, penyelenggaraan penataan
bangunan perlu diatur dan dibina
demi kelangsungan dan peningkatan
kehidupan serta penghidupan
masyarakat. Penataan bangunan
dan lingkungan yang berkelanjutan
merupakan cita-cita yang dapat
diwujudkan melalui kemitraan antara
seluruh pemangku kepentingan.
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™ Jumlah BPB

Jumlah BPB Berdasarkan Provinsi

Sumber : Direktorat Bina Penataan

Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Januari 2024

Diagram di atas merupakan
sebaran pembinaan, pengaturan,
pemberdayaan, dan pengawasan
penataan bangunan gedung dan
lingkungan di Indonesia. Pada tahun
2023, Direktorat BPB telah konsisten
melaksanakan pembinaan dan
penyelenggaraan bangunan gedung di
394 kabupaten/kota dengan provinsi
tertinggi yaitu Sulawesi Barat.

G ] Pos Lintas

Kawasan perbatasan merupakan
bagian dari wilayah NKRI yang terletak
pada sisi dalam sepanjang batas
wilayah Indonesia dengan negara lain.
Percepatan pembangunan kawasan
perbatasan termasuk pulau-pulau
kecil terluar memiliki nilai strategis
dalam menjaga integritas wilayah dan
kedaulatan negara serta mewujudkan
pembangunan yang lebih merata
dan berkeadilan. Selain itu, kawasan

v

|4
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perbatasan juga menjadi  wajah
terdepan dan representasi bangsa
sekaligus pintu gerbang keluar dan
masuknya manusia dan barang.
Pengembangan kawasan perbatasan
diantaranya dilakukan dengan
membangun Pos Lintas Batas Negara
(PLBN) Terpadu dan pengembangan
infrastruktur pendukung di sekitarnya.
PLBN Terpadu merupakan pos
pemeriksaan orang dan barang keluar
masuk batas wilayah negara. Fungsi
yang dijalankan oleh PLBN antara lain
keimigrasian, kepabeanan, karantina,
keamanan, serta fungsi-fungsi lain yang
diperlukan.

|4

Nama PLBN Kabupaten/Kota Provinsi

PLBN Terpadu Entikong Sanggau Kalimantan Barat
PLBN Terpadu Aruk Sambas Kalimantan Barat
PLBN Terpadu Badau Kapuas Hulu Kalimantan Barat
PLBN Terpadu Jagoi Babang Bengkayang Kalimantan Barat
PLBN Terpadu Sebatik Nunukan Kalimantan Utara
PLBN Terpadu Long Midang Nunukan Kalimantan Utara
PLBN Terpadu Long Nawang Malinau Kalimantan Utara

PLBN Terpadu Labang Nunukan
PLBN Terpadu Sei Pancang Nunukan

PLBN Terpadu Serasan Natuna
PLBN Terpadu Napan
PLBN Terpadu Motaain Belu

PLBN Terpadu Motamasin Malaka
PLBN Terpadu Wini

Timor Tengah Utara

Timor Tengah Utara

Kalimantan Utara

Kalimantan Utara

Kepulauan Riau
Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur

PLBN Terpadu Skouw Kota Jayapura Papua
PLBN Terpadu Sota Merauke Papua
PLBN Terpadu Yetetkun Boven Digoel Papua

Sebaran PLBN di Indonesia

Sumber Data : Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat
17 PLBN yang tersebar di Indonesia.
Terdapat penambahan 1 PLBN di
tahun 2023 yaitu PLBN Sei Pancang di
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
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Sejak tahun 2019, Kementerian PUPR Pekerjaan rehabilitasi sarana sawa earaT T 1=

mendapatkan tugas tambahan untuk pendidikan dilakukan Kementerian waLuky T 175

melakukan rehabilitasi dan renovasi PUPR melalui Direktorat Prasarana

fasilitas pendidikan yang terdiri dari Strategis, Direktorat Jenderal Cipta acex [ 170

sekolah, madrasah, Perguruan Tinggi Karya Kementerian PUPR dengan Jawa TencAH I 152

Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi mengacu pada Peraturan Presiden suLawes! TENcAH I 152

Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 suLawesi sArAT [ 10

Rehapl!lta5| dan renovasi fasilitas tentang Pembangunan, Rehabilitasi, maLuku utars [T 132

pendidikan merupakan bentuk atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana B scioian | Macrassh B pTN B PTKIN
dukungan Kementerian PUPR dalam Perguruan  Tinggi, dan  Satuan suLawesi TencGARA [ 127

peningkatan kualitas pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. tavpunc [ 109 58 n
nasional. suLawesi se,ATAN [INNENEGEN 105 1,52% 0,29%

KALIMANTAN UTARA [ 100
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save! I &
senckuLy (NG 73
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Berdasarkan diagram diatas, rehabilitasi
dan renovasi fasilitas pendidikan paling

KALIMANTAN TENGAH [l 19 banyak dilakukan pada infrastruktur

DI YOGYAKARTA [l M sekolah dengan total 3.239 Sekolah

Sampai dengan Desember 2023, atau 84.77% dari total rehabilitasi
rehabilitasi dan renovasi fasilitas dan renovasi sebanyak 3.821 fasilitas

pendidikan yang telah dilakukan oleh pendidikan. Sementara itu, provinsi

Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Provinsi

O O O O O O O O Kementerlan .PFJPR mencapai .3'.821 Sumber Data : Direktorat Prasarana Strategis, d?ngan fasmtas” pgndidikan ya”9
fasilitas pendidikan, dengan rincian Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024 dilakukan rehabilitasi dan renovasi

O O O O O O O O 3.239 sekolah, 513 madrasah, 58 PTN, paling banyak terdapat pada Provinsi
dan 11 PTKIN. Nusa Tenggara Timur dengan total 304

fasilitas pendidikan yang terdiri dari
298 sekolah dan 6 PTN. Hal ini sejalan
dengan komitmen pemerintah dalam
mendorong pemerataan akses dan
infrastruktur pendidikan yang baik di
seluruh wilayah Indonesia.
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Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun Pembangunan  infrastruktur  pasar
m m 2019. Dukungan infrastruktur tersebut n Pasar Rakyat dilakukan dengan meningkatkan fungsi
bertujuan untuk mendukung fokus pasar sebagai sarana perdagangan
Ohhraga pemerintah dalam  pengembangan Dalam rangka dukungan untuk rakyat sehingga menjadi bangunan
Sumber Daya Manusia (SDM) serta membangkitkan perekonomian dan yang aman, nyaman, bersih, dan tertata.
Selain melakukan rehabilitasi memberikan ruang pembinaan bagi kesejahteraan masyarakat, Kementerian
dan renovasi fasilitas pendidikan, atlet dan pengembangan prestasi PUPR juga melakukan pembangunan,
Kementerian PUPR juga mendapatkan olahraga. rehabilitasi, dan renovasi pasar rakyat.

tugas untuk melakukan pembangunan,
rehabilitasi, dan renovasi sarana
olahraga sesuai dengan Peraturan

(2)
00000
egee B o o o o et

Jawa Jawa Maluku Sumatera Bali Sumatera Daerah Gorontalo Kepulauan Nusa Papua Sulawesi
) Tengah Timur Utara Barat Istimewa Riau Tenggara Barat Selatan
Jawa Jawa Papua Bali DKI Sumatera Banten Jawa Nusa Sumatera Yogyakarta Barat
Tengah Barat Jakarta Selatan Timur Tenggara Utara
Timur
Jumlah Sarana Olahraga Berdasarkan Provinsi Jumlah Infrastruktur Pasar Berdasarkan Provinsi
Sumber Data : Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024 Sumber Data : Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Januari 2024

Berdasarkan diagram di atas, total
pembangunan pasar yang telah
dilakukan oleh Kementerian PUPR
adalah 32 pasar, dengan jumlah
infrastruktur pasar terbanyak pada
Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak
8 pasar.

Berdasarkan diagram di atas, total
sarana olahraga yang telah dibangun
atau direnovasi atau direhabilitasi oleh
Kementerian PUPR sebanyak 49 sarana
olahraga, dengan sarana olahraga
terbanyak pada Provinsi Jawa Tengah
sebanyak 15 sarana olahraga.
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. | Pengembangan
Nawasan

Permukiman (PKP)

Bertambahnya jumlah penduduk dan
gaya hidup masyarakat di Indonesia
menyebabkan peningkatan arus
urbanisasi. Hal ini berdampak pada
kebutuhan tempat tinggal yang layak
huni. Kebutuhan tempat tinggal yang
layak huni berbanding terbalik dengan
ketersediaan lahan yang semakin
terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya
kegiatan pengembangan kawasan
permukiman.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR
No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum  dan  Perumahan  Rakyat,
disebutkan bahwa Kementerian PUPR
melalui  Direktorat Pengembangan
Kawasan Permukiman mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan
perumusan kebijakan dan stratedgi,
perencanaan, pelaksanaan kebijakan,
pembinaandanpengawasan,pembinaan
pelaksanaan norma, standar,prosedur,
dan kriteria perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi
pemberdayaan penyelenggaraan
kawasan permukiman.

JAWA TENGAH

NUSA TENGGARA TIMUR

NUSA TENGGARA BARAT

JAWA BARAT

DI YOGYAKARTA

JAWA TIMUR

SUMATERA UTARA

ACEH

SULAWESI TENGAH

BANTEN

SULAWESI SELATAN

PAPUA

SUMATERA SELATAN

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

MALUKU

KALIMANTAN BARAT

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SULAWESI TENGGARA

BALI

KEPULAUAN RIAU

PAPUA BARAT

MALUKU UTARA
BENGKULU

JAMBI

KALIMANTAN TENGAH
LAMPUNG

SULAWESI BARAT
SULAWESI UTARA
SUMATERA BARAT
GORONTALO
KALIMANTAN UTARA

RIAU

Jumlah PKP Berdasarkan Provinsi

Sumber Data :

Direktorat Pengembangan Kawasan
Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Januari 2024

ry gy
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& Jumlah PKP

Berdasarkan diagram di atas, total
jumlah PKP di Indonesia adalah 544
PKP dengan PKP terbanyak terdapat
Provinsi Jawa Tengah yaitu 48 PKP.
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Rumah merupakan salah satu kebutuhan
primer manusia. Sebagaimana dijelaskan
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang sebagian diubah
melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, rumah adalah bangunan
gedung vyang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana

pembangunan rumah dan juga bantuan
pembangunan sarana dan prasarana
perumahan. Program-progam tersebut
antara lain pembangunan rumah
susun, rumah khusus, pelaksanaan
bantuan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU) serta Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
untuk peningkatan kualitas maupun

Undang Undang No. 20 Tahun 20711
tentang Rumah Susun menjelaskan
bahwa rumah susun adalah bangunan
gedung Dbertingkat yang dibangun
dalam suatu lingkungan yang terbagi
dalam bagian bagian-bagian yang
distrukturkan secara fungsional,
baik dalam arah horizontal maupun
vertikal dan merupakan satuan yang
masing-masing dapat dimiliki dan
digunakan terpisah, terutama untuk
tempat hunian yang dilengkapi dengan
bagian bersama, benda bersama, dan
tanah bersama. Pembangunan rumah
susun bisa menjadi alternatif solusi
permasalahan kebutuhan perumahan

00000 OET QO 0N

dan permukiman di daerah perkotaan
dengan tingkat kepadatan penduduk
tinggi dan ketersediaan lahan terbatas.
Melalui  desain  vertical  housing,
pembangunan rumah susun dapat
mengurangi penggunaan lahan dan
mengoptimalkan ruang terbuka untuk
kepentingan bersama.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2023,
Kementerian PUPR telah membangun
65.235 wunit rumah susun. Jumlah
rumah susun yang dibangun pada
tahun 2023 mengalami peningkatan
852 lebih banyak dibandingkan tahun
2022, yaitu berjumlah 4.724 unit rumah
susun. Berikut ini adalah jumlah unit
rumah susun yang telah dibangun oleh
Kementerian PUPR tahun 2015-2023.

pembinaan keluarga, cerminan harkat pembangunan rumah baru bagi
dan martabat penghuninya, serta aset masyarakat berpenghasilan rendah
bagi pemiliknya. Dalam UU tersebut (MBR).

dijelaskan pula penyelenggaraan
perumahan dan permukiman meliputi
kegiatan perencanaan, pembangunan,

pemanfaatan dan pengendalian,
O O termasuk pengembangan
O O kelembagaan, pendanaan dan sistem

pembiayaan, serta peran masyarakat
O O yang terkoordinasi dan terpadu.

OO0

Guna memenuhi kebutuhan tempat Guna memenuhi

OXO) tinggal yang layak huni maka

Pemerintah dalam hal ini Kementerian k_ebUtUhan tempat :
OO PUPR melalui Ditjen Perumahan tinggal yang layak huni
O O meluncurkan beberapa program maka Pemerintah dalam

hal ini Kementerian
PUPR melalui

Ditjen Perumahan
meluncurkan beberapa
program pembangunan
rumah dan juga
bantuan pembangunan
sarana dan prasarana

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

. Jumlah Rusun l kumulatif

Jumlah Rumah Susun Tahun 2015-2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal
Perumahan, 26 Februari 2024

perumahan
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Sebaran Rumah Susun Tahun 2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Perumahan
Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024

Berdasarkan grafik persebarannya di
Indonesia, pada tahun 2023 hampir 25%
jumlah Rumah Susun atau terbanyak
yang dibangun berada di Provinsi
Kalimantan Timur yakni sebanyak 1.174
Rumah Susun.

® 49,36%

Mahasiswa/Pelajar

® 23,62%

Pekerja

® 15,41%
ASN

® 7,54%
MBR

® 4,06%

TNI/POLRI

Presentase Penerima Rumah Susun Tahun 2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024

Penerima rumah susun terbanyak
di tahun 2023 berasal dari kalangan
Mahasiswa/Pelajar dengan proporsi
49,36%, kemudian dari kalangan
Pekerja  sebanyak 23,62%, ASN
sebanyak 15,41%, MBR sebanyak 7,54%,
dan kalangan TNI/POLRI menjadi yang
paling sedikit menerima rumah susun
yaitu hanya sebanyak 4,06% dari total
jumlah rumah susun.
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Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman  menjelaskan  bahwa
rumah khusus merupakan rumah yang
diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan khusus. Kebutuhan
khusus yang dimaksud adalah terkait
peruntukannya, seperti rumah
untuk korban bencana, masyarakat
di daerah terpencil, masyarakat di
daerah perbatasan, tokoh, TNI/Polri,

dan lainnya. Berikut adalah jumlah unit
rumah khusus yang telah dibangun oleh
Kementerian PUPR beserta komposisi
penerima manfaat rumah khusus tahun
2015-2023 dimana rumah khusus yang
dibangun pada 2023 adalah sebanyak
4.311 unit. Jumlah ini lebih sedikit dari
tahun sebelumnya, pada 2022, yang
berjumlah 4.359 unit.

2020 2021

l kumulatif

Jumlah Rumah Khusus Tahun 2015-2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024

2022

2023

SULAWESI TENGAH

T —— « D

- «@»
KEPULAUAN RIAU JE BT 100 )

NUSA TENGGARA BARAT EEIR | 28

D.l. YOGYAKARTA MR | 20

KALIMANTAN BARAT MR |

PAPUA IR |

SULAWESI SELATAN MR |

KALIMANTAN TENGAH MR |

JAWA TIMUR MR |

mmm Unit Rumah Khusus

Sebaran Rumah Khusus Tahun 2023
Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Perumahan

Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024

Berdasarkan grafik di atas, persebaran
pembangunan rumah khusus paling
banyak berada di Provinsi Sulawesi
Tengah, yakni sebanyak 3.436 dari total
4.311 rumah.
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Korban
Bencana

l Orang

Dampak
Program
Pembangunan

@

-
®

Penugasan
Khusus

Daerah Ahli
Perbatasan Waris
TNI

Penerima Rumah Khusus Tahun 2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan

Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024

Berdasarkan grafik di atas,
penerima rumah khusus
terbanyak pada tahun 2023
adalah masyarakat yang
menjadi korban bencana
seperti banjir atau gempa
bumi.

5. | Bantuan stimulan

Swadaya (BSPS)

UndangUndangNo.1Tahun2011tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
menyebutkan bahwa rumah swadaya
adalah rumah yang dibangun atas
prakarsa dan upaya masyarakat.
Namun kegiatan pembangunan rumah
secara swadaya seringkali belum
memenuhi kualitas rumah layak huni
dari segi sarana, prasarana, dan utilitas
yang memadai. Rumah tidak layak huni
adalah rumah yang tidak memenuhi
persyaratan keselamatan bangunan,
kecukupan minimum luas bangunan,
dan kesehatan penghuni. BSPS hadir
sebagai program untuk membantu
masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) untuk memiliki rumah layak huni.
BSPS merupakan bantuan Pemerintah
bagi MBR untuk mendorong dan
meningkatkan keswadayaan dalam
peningkatan  kualitas rumah dan
pembangunan baru rumah beserta
prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri
PUPR No. 7 Tahun 2022, Penerima
bantuan kegiatan BSPS merupakan
perseorangan yang memenuhi
persyaratan yang terdiri atas syarat
batas tertinggi penghasilan, kualitas
rumah, status penguasaan lahan
dan komitmen terhadap program.

00000 OET QO 0N

Masyarakat yang menjadi sasaran
penerima BSPS adalah MBR vyang
memenuhi persyaratan, di antaranya
adalah  Warga Negara Indonesia
yang sudah berkeluarga, menguasai
tanah dengan alas hak yang sah,
berpenghasilan paling banyak sebesar
Upah Minimum Daerah Provinsi (UMP),
menempati satu-satunya rumah dengan
kondisi tidak layak huni, belum pernah
mendapatkan BSPS atau bantuan
Pemerintah untuk bantuan perumahan,
bersedia berswadaya, dan membentuk
KPB dengan pernyataan tanggung
bersama-sama.

Berikut adalah realisasi BSPS tahun
2015-2023 beserta sebaran program
BSPS di Indonesia.

Pembangunan

rumah secara

swadaya seringkali

belum memenuhi
kualitas rumah
layak huni
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BSPS hadir Sebaga/ program untuk membantu Direktorat Jenderal Perumahan, 26 Februari 2024

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

untuk memiliki rumah lavak huni BSPS vyang disalurkan pada tahun kemudian diikuti Provinsi Jawa Tengah.

y 2023 mencapai 150.231. Dibandingkan Kedua provinsi tersebut mendapatkan

dengan tahun 2022, jumlah ini BSPS lebih dari 21.000. Sementara
mengalami penurunan sebanyak 35.571. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi
Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang paling sedikit mendapatkan BSPS,
yang paling banyak mendapatkan BSPS, sebanyak 133.
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Sarana, dan Utilitas

Bantuan prasarana, sarana, dan
utilitas umum (PSU) adalah pemberian
komponen PSU bagi perumahan yang
membangun rumah umum berupa
rumah tunggal, rumah deret, dan rumah
susun yang bersifat stimulan di lokasi
perumahan yang dibangun oleh pelaku
pembangunan. Prasarana adalah
kelengkapan dasar fisik lingkungan
hunian untuk memenuhistandar tertentu
untuk kebutuhan tempat tinggal yang
layak, sehat, aman dan nyaman.
Sarana adalah fasilitas yang berfungsi
untuk mendukung penyelenggaraan
dan pengembangan kehidupan sosial,
budaya, dan ekonomi. Utilitas umum
adalah kelengkapan penunjang untuk
pelayanan lingkungan hunian.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor
7 Tahun 2022, bentuk bantuan
pembangunan PSU meliputi jalan,
drainase, sistem penyediaan air minum,
danprasaranadansaranapersampahan.
Pada tahun 2023 terjadi peningkatan
jumlah lebih dari 100% dibanding tahun
2022, yaitu sebanyak 43.008 PSU yang
tersalurkan. Berikut ini adalah jumlah
unit rumah yang mendapat bantuan
PSU pada tahun 2015-2023.
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177.698

[ ]
104.
()

29.956 -

56.840
- @D ap
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 Unit ®  Unit Akumulatif

Jumlah Pembangunan PSU Rumah Umum Tahun 2015-2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal
Perumahan, 31 Desember 2023

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah
lebih dari 100% dibanding tahun 2022, yaitu
sebanyak 43.008 PSU yang tersalurkan

D

43.008

2023
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Infrastruktur memiliki peran strategis
dalam mendukung peningkatan daya
saing dan kesejahteraan suatu bangsa.
Kementerian PUPR melaksanakan
penyelenggaraan infrastruktur
yang berkualitas melalui sektor jasa
konstruksi. Berdasarkan PP No.22
Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan PP No.14 Tahun 2021 tentang
Jasa Konstruksi, konstruksi merupakan
rangkaian kegiatan untuk mewujudkan,
memelihara, menghancurkan bangunan
yang sebagian dan/atau seluruhnya
menyatu dengan tanah. Kegiatan
konstruksi inilah  yang melahirkan
berbagai infrastruktur vital seperti
gedung, jalan, jembatan, bangunan air,
sistem drainase, sanitasi, dan berbagai
fasilitas penting lainnya yang menjadi
pondasi bagi kemajuan suatu negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS) tahun 2023 sektor konstruksi
menempati posisi ke-4 dalam
kontribusinya pada pembentukan
Produk Domestik Bruto. Peran sektor
konstruksi tersebut tidak terlepas
dari komitmen penuh para pemangku
kepentingan yang terus berupaya
menjaga iklim industri konstruksi agar
terus kondusif. Dari sisi Pemerintah,
Kementerian PUPR berupaya
mendukung industri konstruksi dengan
berbagai kebijakan pembinaan
untuk mendukung percepatan dan
kemudahan perizinan berusaha,
efisiensi proses dan peningkatan
kualitas  produk jasa  konstruksi,
modernisasi pengadaan barang/
jasa, serta peningkatan kapasitas dan
perbaikan tata Kelola usaha dan sumber
daya secara berkesinambungan.

Harapannya, dengan penyelenggaraan
infrastruktur jasa konstruksi yang
berkualitas maka akan menggerakkan
kegiatan ekonomi masyarakat sehingga
terwujud pemerataan kesejahteraan
dan tercapai pertumbuhan ekonomi
yang positif.

o1..] Badan Usaha

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR
No. 8 Tahun 2022 Badan Usaha Jasa
Konstruksi (BUJK) merupakan badan
usaha yang berbentuk badan hukum atau
tidak berbadan hukum yang kegiatan
usahanya bergerak di bidang Jasa
Konstruksi.

BUJK menjalankan jenis usaha, yaitu
usaha jasa konsultasi konstruksi,
usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha
pekerjaan konstruksi terintegrasi. Dalam
melaksanakan pekerjaan konstruksi BUJK
memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)
sebagai legalitas dalam menjalankan
usaha. Sebelum beroperasinya LSBU
untuk melakukan proses sertifikasi Badan
Usaha, pada masa transisi, LPJK diberikan
kewenangan untuk melaksanakan
sertifikasi badan wusaha (pelaksanaan
masa transisi sampai dengan bulan Mei
2022). Setelah Bulan mei 2022 proses
pelaksanaan sertifikasi badan usaha
dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi
Badan Usaha (LSBU) melalui Online
Single Submission (OSS). SBU memiliki
masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal penerbitannya, sehingga sampai
dengan akhir tahun 2023 masih terdapat
SBU terbitan LPJK yang sah untuk
digunakan pada pelaksanaan usaha jasa
konstruksi.
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Sebaran Badan Usaha Jasa Konstruksi
yang memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK
Tahun 2023

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
(Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik sebaran BUJK yang 20.999 BUJK dengan jumlah BUJK
memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu
LPJK di atas, pada tahun 2023 terdapat sebanyak 2.413 BUJK.
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JAWA TIMUR () D
JAWA BARAT () D 6.075
DKI JAKARTA () IS  4.803
JAWA TENGAH () IS 4.272
BANTEN (IS 2.618
SUMATERA UTARA () IS 2.408
SULAWESI SELATAN Iy 2.234
KALIMANTAN TIMUR () I 2.057
KALIMANTAN BARAT (O I 1.978
SUMATERA SELATAN IS 1.775
ACEH (IS 1.734
PAPUA (IS 1.726
RIAU O D 1.686
SUMATERA BARAT () NS 1.362
KALIMANTAN SELATAN NS 1.271
PAPUA BARAT () D 1.259
KALIMANTAN TENGAH () NS 1.107
NUSA TENGGARA TIMUR () IS 1.107
NUSA TENGGARA BARAT () D 1.046
SULAWESI TENGGARA () IS 1.032
LAMPUNG (OIS 959
KEPULAUAN RIAU (O IED 3888
SULAWESI TENGAH ) » 830
BALI (O 317
JAMBI (O EEED 775
DI YOGYAKARTA OIS 732
SULAWESI UTARA OB 599
MALUKU @D 575
MALUKU UTARA @O 554
KEP. BANGKA BELITUNG @mE® 383
KALIMANTAN UTARA @OED 364
GORONTALO @E® 358
SULAWESI BARAT (O)EE® 355
BENGKULU (OED 344
PAPUA BARAT DAYA @D 49
PAPUA SELATAN @) 33

Sebaran Badan Usaha Jasa Konstruksi
yang memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh LSBU
Tahun 2023

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
(Status Data : 11 Januari 2024)

PAPUA TENGAH @) 31
PAPUA PEGUNUNGAN @) 28

ada 57.165 BUJK dengan jumlah BUJK
terbanyak di Provinsi Jawa Timur yaitu
sebanyak 6.941 BUJK.

Berdasarkan grafik sebaran BUJK yang
memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh
LSBU di atas, pada tahun 2023 tercatat

6.941

BUJK harus memiliki Sertifikat Badan
Usaha (SBU) sebagai legalitas dalam
mengerjakan pekerjaan jasa konstruksi.
Berdasarkan PP No.14 Tahun 2021,
SBU adalah tanda bukti pengakuan
terhadap Kklasifikasi dan kualifikasi
atas kemampuan BUJK termasuk hasil
penyetaraan kemampuan BUJK asing
yang diterbitkan oleh LSBU.

Mengacu pada Peraturan Menteri
PUPR No. 8 Tahun 2022, LSBU
menerbitkan SBU berdasarkan
subklasifikasi BUJK yang menggunakan
KBLI 2020. Untuk kebutuhan masa
transisi  selama  penerbitan  SBU
belum dapat dilaksanakan oleh LSBU,
LPJK menerbitkan SBU berdasarkan
klasifikasi dan kualifikasi BUJK yang
mengacu pada KBLI 2017.

Sampai dengan akhir tahun 2023
terdapat SBU terbitan LPJK dan SBU
terbitan LSBU yang keduanya diakui dan
sah untuk digunakan pada pelaksanaan
usaha jasa konstruksi.

OO
OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
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JAWA BARAT @) 10.141
JAWA TENGAH @ 9.007 DKl JAKARTA : P 30.156
JAWA TIMUR ® 8.606 JJ:V‘\’IVAA BT;Z? ® 20.676 >ee
DKI JAKARTA . :
¢ 8.188 JAWA TENGAH O meesssssssssssssssssssssssse 15.097
BANTEN Ommmmmssssssssse 3.236

SULAWESI SELATAN (O maaassssssmmm 7.445
SUMATERA UTARA (O mammmssmmmmm» 7.329
KALIMANTAN TIMUR O mammmmmsmmms 6.901
ACEH Onmmmmssssmm 6.733
KALIMANTAN BARAT (¢ mmmmmmmmmm® 6.368

KALIMANTAN TIMUR @ maesssssssssssssssssssse 4.379
SUMATERA UTARA ( mammsssssssssssssssse 4.200
BANTEN O neessssssssssssssssse 4.116
SULAWESI SELATAN (0 maaaaaasaaasssssssse 3.938

SUMATERA SELATAN ( maamaaamaaammmmmmm» 3,735
PAPUA 0 mmmemmammmmmmmmmm» 3.425
ACEH 0 messsssssssssssse 3.399
RIAU Oneeesssssssssse 2.989
PAPUA BARAT ( mamsssssssssse 2.978
SUMATERA BARAT (O memmsmsssmmmm» 2. 537
LAMPUNG (0 mammmmmmmm» 2.342
KALIMANTAN TENGAH O neeesssssss 2.163
KALIMANTAN BARAT @mummsssss» 1.906
KALIMANTAN SELATAN O s 1.791
SULAWESI TENGGARA O mmmsssss 1.702
NUSA TENGGARA TIMUR O nmmmssss» 1.553
BALI O 1.437
KEPULAUAN RIAU Ommmmse 1.188
NUSA TENGGARA BARAT Ommm» 1.078
BENGKULU 0mmmms 1.028
SULAWESI UTARA Ommm» 848
MALUKU UTARA Ommm» 832
MALUKU 0mmm» 780
KEP. BANGKA BELITUNG Omm» 757
DI YOGYAKARTA Omm 754
SULAWESI TENGGARA Omm» 711
JAMBI 0mm» 700
GORONTALO 0w 377
KALIMANTAN UTARA @m 307
SULAWESI BARAT @m 261

Sebaran Sertifikat Badan Usaha yang
diterbitkan oleh LPJK Tahun 2023
Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik Sebaran SBU
terbitan LPJK di atas, pada tahun
2023 tercatat ada 94.153 SBU yang
diterbitkan oleh LPJK dengan jumlah
terbanyak di Provinsi Jawa Barat

sebanyak 10.141 SBU.

INFORMAS!
100 INFRASTRUKTUR

RIAU O 5,242
PAPUA O e 5.037
SUMATERA SELATAN Ommesssmme 5.024
SUMATERA BARAT Ommmmmmm» 4.621
KALIMANTAN SELATAN O 4.315
KALIMANTAN TENGAH O 4.116
NUSA TENGGARA BARAT Ommmmms 3,531
SULAWESI TENGGARA Ommmmm» 3,372
SULAWESI TENGAH Ommmmms 3,288
NUSA TENGGARA TIMUR 0= 3.150
PAPUA BARAT Ommmms 3,132
DI YOGYAKARTA Ommmm» 2.976
BALI 0= 2.826
LAMPUNG Ommmm» 2.740
KEPULAUAN RIAU Ommm» 2.601
JAMBI Ommm» 2.448
MALUKU UTARA Om=» 1.858
MALUKU omm» 1,770
SULAWESI UTARA omm» 1.643
KEP. BANGKA BELITUNG om» 1.249
BENGKULU om» 1,181
KALIMANTAN UTARA om» 1.132
SULAWESI BARAT om 1,130
GORONTALO om 1.102
PAPUA BARAT DAYA ® 121
PAPUA SELATAN & 77
PAPUA PEGUNUNGAN ® 76
PAPUA TENGAH @ 69

Sebaran Sertifikat Badan Usaha yang
diterbitkan oleh LSBU Tahun 2023

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
(Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik Sebaran SBU
terbitan LSBU di atas, pada tahun 2023
tercatat ada 204.414 SBU yang terdaftar
pada LSBU dengan jumlah terbanyak di
Provinsi DKI Jakarta sebanyak 30.156

SBU.
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Salah satu data yang tercantum
dalam  sertifikat yaitu  kualifikasi.
Kualifikasi adalah  pengelompokan
usaha Jasa Konstruksi berdasarkan
kemampuan usaha dan kelompok
tenaga kerja berdasarkan kompetensi
kerja menurut PP No.14 Tahun 2021.
Dalam Permen PUPR No0.8 Tahun 2022
dijelaskan bahwa penetapan kualifikasi
BUJK yang bersifat umum dilakukan
berdasarkan penilaian kelayakan

17.185

terhadap dokumen penjualan tahunan,
kemampuan keuangan, ketersediaan
TKK, dan kemampuan penyediaan
peralatan. Kualifikasi akan menentukan
besaran proyek yang dapat dikerjakan
oleh BUJK. Sama seperti sebaran SBU,
sampai saat ini pengelompokkan usaha
jasa konstruksi berdasarkan kualifikasi
masih berlaku 2 (dua) versi terbitan
yaitu dari LPJK dan LSBU.

75.281

000000 0OEED O O

156.724

¥ N K RA
7T AR KN /I

Menengah Kecil Besar Spesialis

Jumlah Sertifikat Badan Usaha Berdasarkan Kualifikasi yang
di terbitkan LSBU Tahun 2023

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

OO0
OO
OO
OO0
OO0
OO
OO
OO0

1.687

r—
R A N N4
KN 1 AR Berdasarkan grafik Jumlah  SBU
Besar Menengah Kecil

Berdasarkan Kualifikasi terbitan LSBU,
SBU dengan kualifikasi kecil merupakan
kualifikasi paling banyak yaitu 156.724
SBU, sementara itu SBU dengan
kualifikasi besar merupakan kualifikasi
paling sedikit yaitu 10.443 SBU.

Jumlah Sertifikat Badan Usaha Berdasarkan Kualifikasi
yang diterbitkan oleh LPJK Tahun 2023

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan  grafik Jumlah  SBU
berdasarkan kualifikasi terbitan LPJK,
SBU dengan kualifikasi kecil paling
banyak yaitu 75.281 SBU, sedangkan
SBU dengan kualifikasi besar paling
sedikit yaitu 1.687 SBU.

Kualifikasi adalah pengelompokan usaha Jasa

Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha
dan kelompok tenaga kerja berdasarkan
kompetensi kerja

E‘oumsl
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3. Tenaga Keria
Nomsrater

Berdasarkan PP No.14 Tahun 2021
Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) adalah
orang yang memiliki keterampilan atau
pengetahuan dan pengalaman dalam
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi
yang dibuktikan dengan Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi. TKK
wajib memiliki sertifikat kompetensi
kerja ~yang didalamnya terdapat
standar kompetensi kerja TKK tersebut
berdasarkan dari  kualifikasi  dan
klasifikasinya.

TKK dibedakan berdasarkan kualifikasi
jabatannya, yaitu operator, teknisi atau
analis, dan ahli. Serta diklasifikasikan
berdasarkan bidang keilmuan terkait
jasa konstruksi yang dimiliki.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, TKK
hanya dapat mengerjakan pekerjaan
yang sesuai dengan kompetensi kerja
yang dimiliki.

Jumlah TKK

terbanyak berada
di Provinsi Jawa
Barat yaitu
sebanyak 13.216
TKK

INFORMAS!
STATISTIK

000000 0DENEET OGN

JAWA BARAT — 13.216

JAWA TIMUR — 12.050

JAWA TENGAH — 9.192

DKI JAKARTA el 3.811
SUMATERA BARAT emmsssn @) 3.247
SULAWESI SELATAN — 3.167
D.l. YOGYAKARTA e () 2.935
BANTEN e () 2.801

SUMATERA UTARA () 2.585
NUSA TENGGARA BARAT e 2.520
NUSA TENGGARA TIMUR e () 2.278
SUMATERA SELATAN  emsn @) 2.245
PAPUA s 2.192

RIAU emen@) 2.187

ACEH el 2.084

JAMBI @) 2.062

KALIMANTAN BARAT e () 2.051
TANPA KETERANGAN e 1.802
KALIMANTAN SELATAN emssn@) 1.801
BALl emmmmn@) 1.756

LAMPUNG el 1.672
KALIMANTAN TIMUR () 1.669
MALUKU el 1.614
KALIMANTAN TENGAH e 1.252
KEP. RIAU el 1.135

BENGKULU el 1.133

PAPUA BARAT e 994
SULAWESI TENGGARA =@ 937
KEP. BANGKA BELITUNG =@ 918
SULAWESI TENGAH e==@@) 863
MALUKU UTARA =@ 830
SULAWESI UTARA =@ 562
KALIMANTAN UTARA =@ 449
GORONTALO «@ 395
SULAWESI BARAT @ 235
LUAR NEGERI @ 1

Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki
Sertifikat yang Diterbitkan oleh LPJK Tahun 2023

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan Sebaran Tenaga Kerja
Konstruksi yang terdaftar di LPJK
Tahun 2023 terdapat 90.641 TKK
dengan jumlah TKK terbanyak berada
di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak
13.216 TKK.

OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
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JAWA TIMUR o 33.240 S KA
JAWA BARAT " ) 31.453
JAWA TENGAH el 27.918 o
SUMATERA UTARA o 10.703 31 /O
SULAWESI SELATAN el 9.771
KALIMANTAN TIMUR e @) 9.671
DKI JAKARTA o 9.464
KALIMANTAN BARAT — 7.950
SUMATERA SELATAN e @) 7.895
BANTEN e 7.846
SUMATERA BARAT e 6.952
RIAU el 6.260
LAMPUNG el 5.987
KALIMANTAN SELATAN e 5.708
ACEH sl 5.225
NUSA TENGGARA BARAT e 5.215
D.l. YOGYAKARTA e 5.083
NUSA TENGGARA TIMUR e 4.277
JAMBI el 4.102
BALl el 3.918
SULAWESI TENGGARA el 3.495
SULAWESI TENGAH e 3.346
PAPUA @) 3.272
KALIMANTAN TENGAH @@ 2.986
SULAWESI UTARA e 2.757
BENGKULU @@ 2.289
KEP. RIAU el 2.249
GORONTALO el 2.216
KEP. BANGKA BELITUNG e 2.156
MALUKU UTARA =@ 1.500
MALUKU e=@ 1.437
PAPUA BARAT =@ 1.305
KALIMANTAN UTARA =) 940
SULAWESI BARAT =@ 917
PAPUA BARAT DAYA 43
PAPUA SELATAN : 39 SKT
PAPUA TENGAH @ 37
PAPUA PEGUNUNGAN @ 29 (o)
TANPA KETERANGAN @ 1 69 /O
Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi yang Sertifkat Berdasarkan SKA dan SKT
Menmiliki Sertifikat yang Diterbitkan oleh LSP Tahun 2023 yang diterbitkan oleh LPJK Tahun 2023
Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024) Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)
Berdasarkan grafik Sebaran Tenaga maka terdapat penerbitan SKK yang Berdasarkan grafik di atas, terdapat
Kerja Konstruksi yang terdaftar di juga masih dilaksanakan oleh LPJK. 101.124 Sertifikat yang tercatat pada LPJK.
LSP Tahun 2023 terdapat 239.652 Sehingga, sampai dengan akhir tahun Persentase SKA sebesar 31% dengan P u
TKK dengan jumlah TKK terbanyak di 2023 SKK terbitan LPJK masih diakui jumlah 31423  Sertifikat, sedangkan
Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak dan sah untuk pembuktian standar persentase SKT sebesar 31% dengan
33.240 TKK. kompetensi kerja di bidang konstruksi jumlah 69.701 Sertifikat. J

bersama dengan SKK terbitan LSP.

Berdasarkan PP No.14 Tahun 2021, V =
penerbitan SKK dilakukan oleh Lembaga )

Sertifikat Profesi (LSP). Namun, karena

belum bisa dilaksanakan seluruhnya, O O (

106 Lv:ﬁn:ﬂnum |n:m%"ﬁ5'g 107




N 000000 00EEET @D

Ahli

40%

Operator

43%

Sertifikat Kompetensi Kerja Berdasarkan

Kualifikasi yang Diterbitkan oleh LSP Tahun 2023
u V v Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

O O O O \ Berdasarkan grafik di atas, terdapat

301.246 SKK yang tercatat pada LSP.

a3 Persentase SKK dengan dengan
\ kualifikasi  Teknisi/Analis merupakan

kualifikasi dengan persentase terbanyak
\ yaitu 43% atau 128.645 SKK. Selanjutnya,
kualifikasi Ahli dengan persentase 40%

atau 121.851 SKK. Terakhir, kualifikasi

Operator dengan persentase 17% atau
’ O ( 50.750 SKK.

INFORMASI
STATISTIK

Teknisi/Analis
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63.093

lojesado

54.940

40.257 41.941
31.764
23.649
1i1 I l il

@ Jeniang! [ Jenjang Il [ Jenjang Ill

-]
o

=
=
=,
~
>
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il
=

Sertifikat Kompetensi Kerja Berdasarkan Jenjang
yang diterbitkan oleh LSP Tahun 2023

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Status Data : 11 Januari 2024)

Berdasarkan grafik terbitan LSP di
atas, jenjang | merupakan jumlah SKK
terbanyak diantara jenjang yang lainnya
pada tiap kualifikasi. Jenjang | pada
kualifikasi Ahli mencapai 63.093 SKK,
Jenjang | pada kualifikasi teknisi/analis
mencapai 54.940 SKK, dan jenjang |
pada kualifikasi operator mencapai
23.649 SKK.

ONONOXONOXONOXO)
ONONOXONOXONOXO)
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P3K
832 Orang

U

Sumber daya manusia (SDM)
merupakan elemen penting dalam
pembangunan infrastruktur. Kualitas
maupun kuantitas SDM infrastruktur
berpengaruh langsung terhadap
project & policy delivery;, tidak

PPNPN .
18.044 Orang

terbatas pada pelaksanaan proyek di 0/0

lapangan. Oleh karena itu peningkatan

dari segi kapasitas dan kompetensi Saat ini ASN

SDM Kementerian PUPR perlu Kementerian PUPR

dilakukan untuk menjawab tantangan :

pembangunan infrastruktur. hmgga bulan

Saat ini ASN Kementerian PUPR hingga Desember tahun

bulan Desember tahun 2023 mencapai 2023 mencapai

38.680 pegawai yang terdiri dari 19.804 :

(51,20%) pegawai PNS, 832 (2,15%) 38.680 pegawai PNS
OXO) pegawai P3K, dan 18.044 (46,65%) 19.804 Orang

O O pegawai PPNPN.

OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
OO

5"%

Persentase Pegawai Kementerian PUPR Tahun 2023
Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023

Lﬁ?&#" = ) . i _ Sumber : https:/theopini.id/wp-content/uploads/2022/08/20220802_103747-scaled.jpg msr‘gnMEl
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Berdasarkan unit organisasinya,
persentase pegawai terbanyak berada
di Ditjen Bina Marga sebanyak 38,55%
(14.913 orang), Ditjen Sumber Daya Air
30,19% (11.678 orang), dan Ditjen Cipta
Karya 14,32% (5.539 orang). Adapun
unor dengan persentase pegawai
paling sedikit ialah BPIW dengan 0,74%
(287 orang).

D e [P 14.913 (38,55%)
e imber Daya [P 11.678 (30,19%)

Pirelcorat dendere) D M 5.539 (14,32%)

e erumanan 1.928 (4,98%)

" Gina Konstrukel 1730 (4.47%)

Sekretariat Jenderal D 1.155 (2,99%)

Badan Pengembangan |§ 771 (1’99%)

Sumber Daya Manusia

Inspektorat Jenderal E 343 (0,89%)

Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum 336 (0,87%)

dan Perumahan

Badan Pengembangan 287 (0’74%)

Infrastruktur Wilayah

Jumlah dan Persentase Pegawai
Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023

Persentase pegawai terbanyak berada di
Ditjen Bina Marga sebanyak 38,55% (14.913
orang)

INFORMAS!
STATISTIK
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Berdasarkan golongan kepangkatan, golongan lll sebanyak 13.614 pegawai
pegawai ASN (PNS dan P3K) atau sebesar 68,74% serta golongan
Kementerian PUPR dengan golongan I dan | terdapat 4.279 pegawai atau
IV mencapai 1.911 pegawai atau sebesar sebesar 21,61%.

9,65%. Kemudian pegawai dengan

1.911 Orang
Golongan

10%

4.279 Orang
Golongan
| dan Il

21"

Persentase Pegawai ASN Berdasarkan
Golongan Kepangkatan
Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023

INFORMAS]
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Berdasarkan jenjang pendidikan,
pegawai dengan jenjang pendidikan S1/
D4 menempati posisi terbanyak yaitu
17.412 orang atau sebesar 45,02%.
Terbanyak kedua diikuti oleh pegawai
dengan pendidikan yang ditamatkan

Berdasarkan rentang usia, pada tahun
2023 tercatat jumlah pegawai pada
rentang usia 51-55 tahun adalah yang
terbanyak dengan persentase 22,73%.
Terbanyak kedua yaitu pegawai pada
rentang usia 46-50 tahun dengan

0000000 0EEEINED O

persentase 15,63%. Pegawai dengan
rentang usia kurang dari 25 tahun hanya
terdapat sebanyak 2,29% dari total
seluruh pegawai. Secara keseluruhan,
rata-rata usia pegawai yaitu 43 tahun.

paling tinggi SLTA, lalu kemudian
Pascasarjana atau S2 sebanyak 5.540
orang. Sementara itu jumlah paling
sedikit adalah pegawai dengan jenjang
pendidikan S3 yang mencapai 124
orang.

Lebih dari 65 Tahun @] 0,02%
61- 65 Tahun @ 0,26%
56 - 60 Tahun _ 9,66%
» Iy 124 weree AR 2273%
wsoree. N 15,63%
= R 5540 - NN 12.83%
o N 13,84%

= R 17412 oo (N 8,93%
o R 13.80%
ﬂ
o2 (] 2.410

Kurang dari 25 Tahun I 2’29%
saes R 12-953

Persentase Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Rentang Usia
Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023

Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023

OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
OO0
OO0

Pada tahun 2023
tercatat jumlah
pegawai pada
rentang usia 51-55

tahun adalah yang
terbanyak dengan
persentase 22,73%
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Gender merupakan perbedaan sifat,
peranan, fungsi dan status antara
laki-laki dan perempuan yang bukan
berdasarkan pada perbedaan biologis,
tetapi berdasarkan sosial budaya yang
dipengaruhi oleh struktur masyarakat
yang luas dan dapat berubah sesuai
perkembangan zaman. Sementara
kesetaraan gender adalah kesamaan
kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan serta
hak-haknya sebagai manusia.

Pengarusutamaan Gender (PUG)
merupakan strategi yang dilakukan
untuk mengurangi kesenjangan serta
mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender dalam setiap aspek kehidupan,
terutama dalam pemerataan
pembangunan sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2000
tentang PUG Dalam Pembangunan
Nasional. Pemerataan pembangunan
tersebut tercipta apabila masyarakat
memperoleh akses, kontrol, partisipasi,
dan manfaat yang sama.

Secara umum PUG bukan merupakan

konsep untuk memprioritaskan
pemberdayaan perempuan saja,
namun mengakomodasi seluruh

kebutuhan semua gender, baik laki-
laki, perempuan, maupun masyarakat
dengan kebutuhan khusus seperti lanjut
usia, anak-anak dan difabel. Formulasi
mekanisme kebijakan yang tepat perlu
dirancang, agar dapat mengakomodir
kebutuhan seluruh masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR)
telah  melakukan berbagai upaya
pengarusutamaan gender. Peraturan
Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2017
tentang Panduan Pembangunan Budaya
Integritas telah mengamanatkan bahwa
Pengarusutamaan Gender (PUG)

menjadi hal yang harus diperhatikan
karena sebagai strategi untuk
mengintegrasikan gender menjadi satu
dimensi integral dari perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional. Adapun saat ini
Kementerian PUPR juga telah memiliki
Roadmap PUG Tahun 2020-2024
sebagai bukti pelaksanaan komitmen
tersebut.

Salah satu keterlibatan perempuan
dalam kegiatan pembangunan
khususnya dalam bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat dapat
dilihat dari jumlah pegawai perempuan
di Kementerian PUPR vyang terus
meningkat tiap tahunnya. Secara umum
di tahun 2023 pegawai Kementerian
PUPR masih didominasi pegawai laki-
laki, yaitu sebesar 70,06%, sedangkan
pegawai perempuan sebesar 29,94%.
Meskipun secara persentase jumlah
pegawai perempuan lebih sedikit
dibandingkan dengan pegawai laki-
laki, namun jumlah pegawai perempuan
mengalami  peningkatan dari tahun
sebelumnya sebanyak 183 pegawai.
Kenaikan yang terjadi setiap tahun
menandakan semakin  terbukanya
kesempatan bagi perempuan untuk
dapat berkiprah dalam pembangunan
infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

Gender (PUG)

mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender dalam setiap
aspek kehidupan

Pengarusutamaan

merupakan strategi
yang dilakukan untuk
mengurangi kesenjangan serta
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Berdasarkan unit organisasinya, Pengembangan Infrastruktur Wilayah
persentase pegawai perempuan sebesar 44,25%. Adapun unor dengan
terbesar berada di Inspektorat Jenderal persentase pegawai perempuan paling
yang mencapai 51,31% dari total kecil ialah Direktorat Jenderal Bina
jumlah pegawai, diikuti dengan Badan Marga dengan 26,53%.
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Buku Informasi Statistik Infrastruktur
PUPR ini merupakan perwujudan
tugas Pusdatin  dalam pembinaan,
pengembangan, pengelolaan, dan
penyediaan data infrastruktur bidang
pekerjaanumum serta penyelenggaraan
sistem informasi untuk mendukung
manajemen kementerian, dan sebagai
sasaran meningkatnya kualitas
pengelolaan data, penyajian data dan
informasi statistik infrastruktur PUPR.
Sumber data dalam Buku Informasi
Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2023
diperoleh dari berbagai sumber, baik
dari dalam maupun luar lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Data yang disajikan
dalam satuan tingkat nasional dengan
rincian agregat menurut provinsi dan
beserta analisis statistik singkatnya.
Rintisan nama Buku Informasi Statistik
per tahun seperti berikut:

Buku Induk Kestatistikan

Buku Induk Statistik

Aele Pekerjaan Umum

Buku Induk Statistik

A Pekerjaan Umum

Buku Induk Statistik
Pekerjaan Umum

Buku Induk Statistik
Pekerjaan Umum

Buku Induk Statistik
Pekerjaan Umum

Buku Informasi Statistik
Pekerjaan Umum
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. - Dalam rangka penyebarluasan data dan

Suku !nforma5| el informasi pembangunan infrastruktur
Pekerjaan Umum bidang PUPR, Buku Informasi Statistik
Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR dapat digunakan
Infrastruktur Pekerjaan sebagai salah satu sumber data
Umum dan informasi pendukung dalam
pengambilan keputusan bagi para

Buku Informasi Statistik pimpinan di lingkungan Kementerian
Infrastruktur Pekerjaan PUPR untuk menyusun berbagai
Umum dan Perumahan kebijakan  program pembangunan
Rakyat yang bermanfaat dalam mendukung
percepatan pembangunan nasional,

Buku Induk Statistik serta diharapkan buku ini juga dapat
memberikan manfaat untuk masyarakat

Buku Informasi Statistik luas dalam sajian yang lebih mudah
Pekerjaan Umum dan dipahami dan sebagai referensi data
Perumahan Rakyat dan informasi tentang infrastruktur

ekerjaan umum dan perumahan.
Buku Informasi Statistik P J P

Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat

Buku Informasi Statistik
Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan

Buku Informasi
Rakyat

Statistik Infrastruktur
PUPR dapat

Buku Informasi Statistik
Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Perumahan digunakan sebagai salah
Rakyat satu sumber data dan informasi
Buku Informasi Statistik pendUkung dalqm peng'am.bilan .
Infrastruktur Pekerjaan keputusan bagi para pimpinan di
Umum dan Perumahan lingkungan Kementerian PUPR

Rakyat

Buku Informasi Statistik
Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat
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